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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta 

keinginan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, 

sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025. 

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, 

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan 

terukur, sehingga dapat terwujud good governance yang diharapkan. Untuk itu 

pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan 

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan 

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. 

LKjIP ini tersusun berkat kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam 

pengumpulan data dan informasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Grobogan. Namun kami menyadari akan adanya segala 

kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan 

saran yang bermanfaat guna peningkatan kualitas yang lebih baik pada penyusunan 

LKjIP yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini 

dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden 

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selaku 

unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. 

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi 

Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang 

berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan, capaian 

tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya 

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan 

dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan 

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate 

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas 
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dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden 

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas/Badan/Kecamatan/ 

Sekretariat Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten 

Grobogan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait 

pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan 

dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. 

 

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan 

berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan 

dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Grobogan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

berdasarkan asas otonomi daerah  dan  tugas  pembantuan  di  bidang  perumahan  

rakyat  dankawasan permukiman dan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas 

tersebutdan fungsi dari masing-masing komponen struktur dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam 

melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman mempunyai fungsi: 

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman dan pertanahan; 
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b) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan; 

c) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman dan pertanahan; 

d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan; 

e) Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan 

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya. 

  

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan 

memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di 

lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, 

kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, 

perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, 

hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan 

pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi : 

a) Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas; 

b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis 

di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan; 

c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, 

adminitrasi umum dan surat-menyurat; 

d) Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan 

rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, 

hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan 

pelaporan; 
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e) Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban 

keuangan; 

f) Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

3. Bidang Perumahan 

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, 

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan 

fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, 

penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta 

pemantauan dan evaluasi perumahan. Untuk melaksanakan tugas pokok 

tersebut, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, 

perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah 

swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan; 

b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, 

perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah 

swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan; 

c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pendataan, 

perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah 

swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan; 

d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, 

penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta 

pemantauan dan evaluasi perumahan; 

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, 

perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah 

swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan; dan 

f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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4. Bidang Kawasan Permukiman 

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengembangan, pemberian rekomendasi dan fasilitasi teknik, pelaksanaan, 

pengendalian dan pengawasan di bidang pendataan, perencanaan, 

pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kawasan Permukiman 

mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, 

perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan 

permukiman; 

b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, 

perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan 

permukiman; 

c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pendataan, 

perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan 

permukiman; 

d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, 

pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; 

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, 

perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan 

permukiman; dan 

f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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5. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan 

Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan 

perumusan standar, pedoman, kebijakan pelaksanaan di bidang pertanahan 

dan pengembangan kawasan permukiman  perdesaan/  perkotaan  serta  

kawasan  ibu  kota kecamatan, perencanaan teknis dan pelaksanaan di bidang 

pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan 

dan kawasan ibu kota kecamatan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang 

pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan 

dan kawasan ibu kota kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan mempunyai 

fungsi: 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pertanahan dan penataan kawasan lingkungan; 

b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

pertanahan dan penataan kawasan lingkungan; 

c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang 

pertanahan dan penataan kawasan lingkungan; 

d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanahan dan penataan 

kawasan lingkungan; 

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pertanahan dan penataan kawasan lingkungan; dan 

f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas terdiri dari sejumlah 

pejabat fungsional jenjang keterampilan dan/ atau jenjang  keahlian,  

mempunyai  tugas  melakukan  kegiatan  sesuai Jabatan Fungsional masing-

masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional 
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yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan 

tugasnya bekerja secara individu dan/ atau tim kerja, ditunjuk oleh Kepala 

Dinas dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan 

kompetensi dan dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai 

latar belakang kompetensi yang ada pada Dinas atau di Luar Dinas untuk 

mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi organisasi 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi 
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Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2025 sebagai berikut : 

No ASN Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Gol. I 0 0 0 
2 Gol. II 1 1 2 
3 Gol. III 8 6 14 
4 Gol. IV 3 2 5 
5 PPPK 7 4 11 
6 PW 8 7 15 

Jumlah 27 20 47 

 

Tabel 1. 1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan per Desember 2025 

 

No Jenis Jabatan 
Bidang 

Jumlah Kepala 
Dinas Sekretariat Perumahan Kawasan 

Permukiman Pertanahan 

1 Pejabat Struktural 1 3 1 1 1 7 

2 

Pejabat Fungsional Tertentu 
(JFT)-PNS   1 2 3 1 7 
Pejabat Fungsional Tertentu 
(JFT)-PPK   1 3 4 2 10 

3 

Pejabat Fungsional Umum-
PNS   4 1   1 6 
Pejabat Fungsional Umum-
PPPK   1       1 
Pejabat Fungsional Umum-
PW   6 1 5 3 15 

4 
Calon Pejabat Fungsional 
Tertentu-CPNS   1       1 

5 
Calon Pejabat Fungsional 
Umum-CPNS           0 

Jumlah 1 17 8 13 8 47 
 

Tabel 1. 2 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan per Desember 2025 
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C. Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Grobogan 

Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Grobogan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan 

pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang 

pembangunan daerah. 

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 

(lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman periode 2021-2026 sebagai berikut :  

1. Permasalahan Sekretariat 

a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas, 

tidak ada staf teknis ASN, sebagian besar staf teknis merupakan Non ASN 

selain itu banyak pejabat ASN yang sudah purna tugas; 

b) Latar belakang pendidikan ASN kurang sesuai dengan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah; 

c) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama komputer, printer, scaner, gedung 

kantor dan kendaraan operasional baik roda 4 (empat) ataupun roda 2 

(dua); 

d) Masih terdapat kesalahan dalam pencatatan aset daerah, terdapat aset 

yang seharusnya dikelola daerah menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaannya;  

e) Belum tersedianya sistem pengelolaan kepegawaian yang terjadwal; 

f) Pengelolaan arsip yang belum optimal karena belum ada depo arsip yang 

sesuai standart; 
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g) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan. 

2. Permasalahan Bidang Perumahan 

a) Masih terdapat RTLH sebesar 37,12 % (146.184 unit) yang belum 

tertangani; 

b) Belum optimalnya serah terima PSU dari pengembang perumahan ke 

pemerintah daerah; 

c) Ketergantungan bantuan perbaikan RTLH dari pemerintah pusat dan 

provinsi serta dana CSR swasta; 

d) Belum optimalnya pengembangan data dan informasi bidang perumahan; 

e) Belum terlaksananya pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana 

dan relokasi masyarakat yang terkena dampak program penerintah.   

3. Permasalahan Bidang Kawasan Permukiman 

a) Belum optimalnya penataan lingkungan kawasan permukiman;  

b) Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum di 

lingkungan permukiman; 

c) Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani; 

d) Belum optimalnya pelayanan sanitasi dan pemenuhan air bersih, terutama 

pada daerah rawan air bersih; 

e) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat; 

f) Kurangnya dukungan dari pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih 

dan sanitasi; 

g) Sulitnya memperoleh sumber mata air di beberapa wilayah tertentu; 

h) Kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah desa terhadap 

pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi; 

i) Masih terdapat daerah rawan kekeringan yang belum terlayani air bersih. 

4. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan 

a) Banyaknya permintaan fasilitasi sertifikasi tanah milik masyarakat dan 

Pemerintah Daerah; 
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b) Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah milik negara untuk 

digunakan sebagai hunian “liar”; 

c) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelesaian masalah ganti kerugian 

dan santunan tanah; 

d) Banyak tanah berupa fasos dan fasus dari pengembang yang sudah 

diserahterimakan ke Pemerintah Daerah belum bersertifikat. 

 

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan periode 2021-

2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja 

tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut: 

1. Masih terdapat RTLH yang belum tertangani; 

2. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani sesuai dengan SK 

Bupati Grobogan No 600.1.14.4/1017/2025; 

3. Banyak tanah berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang yang 

sudah diserahterimakan ke Pemerintah Daerah tetapi berlum disertifikatkan; 

4. Kurangnya kompetensi teknis sumberdaya aparatur Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. 

 

D. Landasan Hukum 
Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Grobogan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai 

berikut : 

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 
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3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 

2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan  Nomor 8Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan  

Tahun 2021-2026; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan  Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang 

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; 

7. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No. 18 Tahun 2024 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; 

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan 

E. Sistematika 
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan  

Tahun 2025 adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang 

dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian 

Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. 

BAB IV PENUTUP 
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Bab ini memuat Kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil 

analisis capaian kinerja, permasalahan/kendala dan strategi untuk 

peningkatan kinerja di masa datang. 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana Strategis 
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang 

disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran 

dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan 

potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam 

hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan 

Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan  yang ditetapkan untuk 

jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan 

jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban 

Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan 

Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian 

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. 

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Grobogan disusun sebagai pedoman untuk mendukung pencapaian visi dan misi 

daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026. Proses 

penyusunannya dilakukan secara terpadu dan sejalan dengan tahapan 

penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026, dengan melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan melalui Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan Forum Perangkat Daerah. Dengan 

demikian, Renstra ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dan para 

pemangku kepentingan terkait. 
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Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja 

(Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk periode satu 

tahun. Dalam Renja tersebut memuat program dan kegiatan prioritas yang 

direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. 

1. Visi 

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 

2021-2026 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Masa 

Jabatan 2021-2026 yaitu : 

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman 

dan Berbudaya” 

2. Misi 

Misi untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan  Tahun 2021-

2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 

Misi 1  :  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya 

Saing 

Misi 2  : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan 

Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana 

Misi 3  :  Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi 

Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing 

Misi  4  :  Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya 

dalam Kehidupan Masyarakat 

Misi 5 :  Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya 

dalam Kehidupan Masyarakat 

 

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Grobogan mengacu pada Misi ke-2, yaitu : 

“Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan 

Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana” 
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3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu 

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa 

strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi 

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam 

kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi 

Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 tujuan dan 4 sasaran 

strategis. 

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan 

tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan 

Kabupaten Grobogan  sebagai berikut  :
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Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Meningkatkan 
pemenuhan rumah 
layak huni yang 
terjangkau; akses air 
minum dan air limbah 
yang layak dan aman 
serta tertib administrasi 
pertanahan 

  
Persentase pemenuhan air 
minum. sanitasi dan rumah 
layak huni 

75.98 76.38 76.77 77.17 77.57 

Meningkatnya rumah layak 
huni dan kualitas lingkungan 
permukiman 

Persentase rumah layak huni  63.16 63.44 63.72 64 64.28 

Persentase kawasan kumuh 0.054 0.050 0.047 0.043 0.040 

Meningkatnya pemenuhan 
akses air minum dan air 
limbah yang layak dan aman 
  

Persentase jumlah rumah 
tangga yang mendapatkan 
akses terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan jaringan 
perpipaan terlindungi terhadap 
rumah tangga di seluruh 
kabupaten/ kota 

86.20 87.10 88.62 88.80 89.90 

Persentase jumlah rumah 
tangga yang mendapatkan 
layanan pengolahan air limbah 
domestik 

78.57 78.59 78.6 78.62 78.63 

Meningkatnya tertib 
administrasi pertanahan 

Persentase lahan PSU yang 
sudah diserahkan 
pengembang ke Pemda yang 
disertifikatkan 

0 23.08 46.15 76.92 100 

2 Meningkatkan tata 
kelola pemerintahan   Nilai SAKIP perangkat daerah 70 73 75 77 80 
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NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 
yang baik dan 
pelayanan pulik yang 
berkualitas 

Meningkatnya kinerja tata 
kelola pemerintahan dan 
kualitas pelayanan publik 
didukung dengan manajemen 
administrasi perkantoran 
pemerintahan yang baik 

Nilai IKM 78 79 80 81 82 

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia 

diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama 

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator 

Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama 2025 
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NO 
TUJUAN/ 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

SAT 
PENJELASAN 

DEFINISI 
OPERASIONAL 

FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 

Meningkatnya 
rumah layak 
huni dan 
kualitas 
lingkungan 
permukiman 

Persentase 
rumah layak 
huni  

% 

Jumlah rumah 
layak huni dibagi 
jumlah rumah 
dikali 100 

 
Jumlah unit rumah layak huni

jumlah total unit rumah
 𝑥 100 % 

 Renstra 
Disperakim 

Persentase 
kawasan 
kumuh 

% 

Luas kawasan 
kumuh (SK Bupati) 
dibagi luas wilayah 
dikali 100 

  
Luas kawasan kumuh (sesuai SK Bupati)

jumlah total luas wilayah 
 𝑥 100 % 

 Renstra 
Disperakim 

2 

Meningkatnya 
pemenuhan 
akses air 
minum dan air 
limbah yang 
layak dan 
aman 

Persentase 
rumah tangga 
yang 
mendapatkan 
akses terhadap 
air minum 
melalui SPAM 
jaringan 
perpipaaan 
dan bukan 
jaringan 
perpipaan 
terlindungu 
terhadap 
rumah tangga 
diseluruh 
kabupaten/ 
kota 

% 

Jumlah kumulatif 
masyarakat yang 
rumah tangga 
yang 
mendapatkan 
akses terhadap air 
minum melalui 
SPAM jaringan 
perpipaan dan 
bukan jaringan 
perpipaan 
terlindungi di 
dalam sebuah 
kabupaten/kota 
dibagi Jumlah total 
proyeksi rumah 
tangga di seluruh 
kabupaten/kota 
tersebut dikali 100 

  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑅𝑇 𝑦𝑔

 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑆𝑃𝐴𝑀
𝑗𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑝𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑝𝑎𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛
 𝑥 100 % 

 Renstra 
Disperakim 



 

29 
 

NO 
TUJUAN/ 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

SAT 
PENJELASAN 

DEFINISI 
OPERASIONAL 

FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Persentase 
jumlah rumah 
tangga yang 
mendapatkan 
layanan 
pengolahan air 
limbah 
domestik 

% 

Jumlah rumah 
yang memiliki 
akses pengolahan 
berupa cubluk + 
jumlah rumah 
yang lumpur 
tinjanya telah 
diolali di PLT+ 
jumlah rumah 
yang memiliki 
sambungan rumah 
dan air limbahnya 
diolah di IPALD 
dibagi Jumlah 
rumah di 
Kabupaten/ Kota 
dikali 100 

  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑢𝑝𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑙𝑢𝑘

+ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑛𝑗𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑃𝐿𝑇
+ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑃𝐴𝐿𝐷

jumlah rumah di rumah Kabupaten
 𝑥 100 % 

 Renstra 
Disperakim 

3 

Meningkatnya 
tertib 
administrasi 
pertanahan 

Persentase 
lahan PSU 
yang sudah 
diserahkan 
pengembang 
ke Pemda yang 
disertifikatkan 

% 

Jumlah lahan PSU 
yang 
disertifikatkan 
dibagi jumlah 
lahan PSU yang 
sudah diserahlan 
pengembang ke 
Pemerintah 
Daerah dikali 100 

  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑆𝑈 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑆𝑈 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔
 𝑥 100 % 

 Renstra 
Disperakim 

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 
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B. Rencana Kerja Tahun 2025 
Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan 

dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja 

Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 : 
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Tabel 2. 3 Rencana Kerja Tahun 2025 

Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 

Meningkatkan pemenuhan rumah layak 
huni yang terjangkau; akses air minum 
dan air limbah yang layak dan aman 
serta tertib administrasi pertanahan 
  
  

 
Persentase pemenuhan air minum. 
sanitasi dan rumah layak huni 

% 77.17 

Meningkatnya rumah layak huni dan 
kualitas lingkungan permukiman 

Persentase rumah layak huni 
% 64 

Persentase kawasan kumuh 
% 0.043  

Meningkatnya pemenuhan akses air 
minum dan air limbah yang layak dan 
aman 

Persentase jumlah rumah tangga yang 
mendapatkan akses terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan perpipaan dan 
bukan jaringan perpipaan terlindungi 
terhadap rumah tangga di seluruh 
kabupaten/ kota 

% 88.90  

Persentase  jumlah rumah tangga yang 
memperoleh layanan pengolahan air 
limbah domestik 

% 78.62  

Meningkatnya tertib administrasi 
pertanahan  

Persentase lahan PSU dari pengembang 
yang disertifikatkan   % 76.92  

Meningkatkan tata kelola pemerintahan 
yang baik dan pelayanan pulik yang 
berkualitas 

Meningkatnya kinerja tata kelola 
pemerintahan dan kualitas pelayanan 
publik didukung dengan manajemen 
administrasi perkantoran pemerintahan 
yang baik 

Nilai IKM  

Skor 80 

 

Sumber: Rencana Kerja  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2025
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 
Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen dan janji kinerja tahunan 

yang memiliki peran penting bagi pimpinan instansi di lingkungan 

pemerintahan. Dokumen ini menjadi sarana untuk memperjelas arah dan hasil 

yang ingin dicapai dalam satu tahun pelaksanaan program. Melalui 

perencanaan kinerja yang baik, instansi dapat menetapkan prioritas kegiatan 

secara lebih tepat, terutama dalam pengalokasian sumber daya dan anggaran 

yang terbatas. Dengan demikian, pengelolaan program dan kegiatan dapat 

lebih terfokus dan terarah, sehingga tidak terdapat kegiatan yang berjalan 

tanpa tujuan yang jelas. 

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 berpedoman pada dokumen 

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 

2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan ditetapkan pada 

bulan Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut: 

 
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Grobogan Tahun 2025 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2025 

 
1 Meningkatnya rumah layak 

huni dan kualitas lingkungan 

permukiman 

Persentase rumah layak huni 64.00%  

Persentase kawasan kumuh 0,043%  

2 Meningkatnya pemenuhan 

akses air minum dan air limbah 

yang layak dan aman 

Persentase jumlah rumah 

tangga yang mendapatkan 

akses terhadap air minum 

melalui SPAM jaringan 

perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi terhadap 

rumah tangga di seluruh 

kabupaten/ kota 

88.90% 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2025 

 
Persentase  jumlah rumah 

tangga yang memperoleh 

layanan pengolahan air limbah 

domestik 

78.62% 

 

3 Meningkatnya tertib 

administrasi pertanahan  

Persentase lahan PSU dari 

pengembang yang 

disertifikatkan   

76.92% 

 

4 Meningkatnya kinerja tata 

kelola pemerintahan dan 

kualitas pelayanan publik 

didukung dengan manajemen 

administrasi perkantoran 

pemerintahan yang baik 

Nilai IKM  80 Skor 

 

 

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Grobogan Tahun 2025 

 

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan 

program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan : 
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Tabel 2. 5 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 
2025 

Urusan / Bidang Urusan / Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 
 

1 2 3 5  
     

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 41,876,385,000  

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18,749,695,000  

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PENYEDIAAN AIR MINUM 

Persentase rumah tangga yang  
mendapatkan akses air minum 
layak 

88,9 % 6,064,516,000  

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah SPAM yang terbangun 20 unit 6,064,516,000  

Pembangunan Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 

Jumlah Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Bukan Jaringan 
Perpipaan yang Dibangun 

12 Unit -  

Penyusunan Rencana, Kebijakan, 
Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) 

Jumlah Dokumen Rencana, 
Kebijakan, Strategi dan Teknis 
Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) yang disusun 

1 Dokumen -  

Peningkatan Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 

Kapasitas Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Jaringan 
Perpipaan yang ditingkatkan 

2 Liter/Detik 300,000,000  

Pembangunan Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 

Kapasitas Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Jaringan 
Perpipaan yang dibangun 

320 Liter/Detik 5,764,516,000  
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Urusan / Bidang Urusan / Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 
 

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 

Persentase rumah tangga yang 
menempati hunian dengan akses 
sanitasi (air limbah domestik) 
layak 

72,71 % 12,685,179,000  

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 
Air Limbah Domestik dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah rumah yang telah 
terlayani  sistem Air Limbah 
Domestik yang layak 

352241  Rumah 
Tangga 

12,685,179,000  

Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air 
Limbah Domestik (SPALD) Setempat 

Jumlah Rumah Tangga yang 
memiliki Toilet dan Tangki Septik 
Sesuai dengan Standar 

1065 Rumah Tangga 12,685,179,000  

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 23,126,690,000  

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Cakupan pemenuhan kebutuhan  
penunjang kinerja urusan 
pemerintah  daerah meliputi 
administrasi keuangan,  
administrasi umum, penyediaan 
jasa 

100 % 6,276,064,600  

Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase dokumen 
perencanaan,  penganggaran dan 
evaluasi kinerja yang  tersusun 

100 % 95,000,000  

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

6 Dokumen 60,000,000  
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Urusan / Bidang Urusan / Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 
 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

4 Laporan 15,000,000  

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

2 Laporan 20,000,000  

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
Persentase pembayaran gaji, 
tunjangan  ASN dan penyelesaian 
laporan  keuangan tepat waktu 

100  % 4,024,782,000  

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

27 Orang/bulan 3,976,742,000  

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

12 Dokumen 23,040,000  

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1 Laporan 10,000,000  

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 

2 Laporan 15,000,000  
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Urusan / Bidang Urusan / Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 
 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Persentase penyelesaian 
administrasi  kepegawain tepat 
waktu 

100  % 135,307,000  

Pengadaan Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

1 Paket 8,007,000  

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

50 Orang 127,300,000  

Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Persentase pemenuhan 
Administrasi  Umum Perangkat 
Daerah tepat waktu 

100 % 1,137,695,642  

Penyediaan Komponen Instalasi 
 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 

1 Paket 10,000,000  

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket -  

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

1 Paket 258,182,000  

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

1 Paket 38,456,642  
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Urusan / Bidang Urusan / Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 
 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan 

4 Dokumen 30,000,000  

Penyediaan Bahan/Material 
Jumlah Paket Bahan/Material 
yang Disediakan 

3 Paket 149,216,000  

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

12 Laporan 651,841,000  

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Persentase Pengadaan Barang 
Milik  Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah  Daerah tepat waktu 

100 % 137,982,000  

Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

10 Unit 137,982,000  

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase pemenuhan 
kebutuhan Jasa  Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah  
tepat waktu 

100 % 551,320,000  

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

2 Laporan 10,000,000  

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik yang Disediakan 

12 Laporan 208,480,000  

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

12 Laporan 332,840,000  
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Urusan / Bidang Urusan / Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 
 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase Barang Milik Daerah  
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah  yang terpelihara 

100 % 193,977,958  

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

27 Unit 158,977,958  

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

25 Unit 35,000,000  

PROGRAM PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

- - 278,208,000  

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 
Relokasi Program Kabupaten/Kota 

- - 21,320,000  

Sosialisasi Pengembangan Perumahan 
Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan 
Perumahan 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Sosialisasi Pengembangan 
Perumahan Baru dan Mekanisme 
Akses Pembiayaan Perumahan 

50 Orang 21,320,000  

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Persentase rumah korban 
bencana dan  masyarakat yang 
terkena dampak  program 
pemerintah yang dibangun  
sesuai dengan rencana aksi 

100 % 256,888,000  
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Urusan / Bidang Urusan / Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 
 

Rehabilitasi Rumah bagi Korban 
Bencana 

Jumlah Rumah Korban Bencana 
Kabupaten/Kota yang 
Terehabilitasi 

9 Unit Rumah 256,888,000  

Pembangunan Rumah Khusus beserta 
PSU bagi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Rumah Khusus beserta 
PSU bagi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

1 Unit Rumah -  

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 
Persentase kawasan permukiman 
kumuh  dibawah 10 Ha yang 
ditangani 

44,66 % 1,900,000,000  

Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

Luasan kawasan kumuh dibawah 
10 ha  yang ditingkatkan kualitas  
lingkungannya 

7 Ha 1,900,000,000  

Pelaksanaan Peremajaan Kawasan 
Permukiman Kumuh 

Luas Kawasan Permukiman 
Kumuh yang Diremajakan 

1 Ha 1,900,000,000  

PROGRAM PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 

Persentase rumah tidak layak 
huni yang  ditangani 

3,91 % 5,077,478,400  

Pencegahan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kumuh pada Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
RTLH  diluar kawasan 
permukiman kumuh  dibawah 10 
Ha yang dibangun 

300 unit 5,077,478,400  
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Urusan / Bidang Urusan / Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 
 

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan 
Berkembangnya Permukiman Kumuh di 
Luar Kawasan Permukiman Kumuh 
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 
untuk Pencegahan Terhadap 
Tumbuh dan Berkembangnya 
Permukiman Kumuh di Luar 
Kawasan Permukiman Kumuh 
dengan Luas di Bawah 10 
(Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 

200 Unit Rumah 5,077,478,400  

PROGRAM PENINGKATAN 
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 
UMUM (PSU) 

Persentase perumahan yang 
sudah dilengkapi PSU 
(Prasarana, sarana dan Utilitas 
Umum) 

100 % 9,594,939,000  

Urusan Penyelenggaraan PSU 
Perumahan 

Persentase Prasarana Sarana 
Utilitas  Umum (PSU) Perumahan 
yang telah  diserakan ke 
Pemerintah Daerah 

45,83 % 9,594,939,000  

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum di Perumahan untuk 
Menunjang Fungsi Hunian 

Jumlah Lokasi Perumahan yang 
Disediakan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum yang 
Menunjang Fungsi Hunian 

34 Lokasi 9,584,339,000  

Verifikasi dan Penyerahan PSU 
Perumahan dari Pengembang 

Jumlah Laporan Hasil Serah 
Terima PSU Perumahan yang 
Terverifikasi dari Pengembang 

8 Laporan 10,600,000  

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 447,552,000  

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 447,552,000  
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Urusan / Bidang Urusan / Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 
 

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 
Persentase dokumen peta aset 
tanah eks  bondo desa di 
kelurahan yang tersusun 

74,43 % 447,552,000  

Penggunaan Tanah yang Hamparannya 
dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase dokumen peta aset 
tanah eks  bondo desa di 
kelurahan yang tersusun 

1 dok 447,552,000  

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Penggunaan Tanah 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 
Penggunaan Tanah dalam 1 
(Satu) Kabupaten/Kota 

1 Laporan 447,552,000  

JUMLAH 42,323,937,000  
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Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai 

berikut:  

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran 

(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); 

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses 

pencapaian tujuan dan sasaran. 

Pada bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025 dikarenakan Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 

dengan uraian target kinerja sebagai berikut : 

 

Tabel 2. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman  Kabupaten Grobogan  Tahun 2025 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target Penetapan 

Tahun 2025 
Target Perubahan 

Tahun 2025 
 

1 Meningkatnya rumah 
layak huni dan kualitas 
lingkungan 
permukiman 

Persentase rumah 
layak huni 

64.00% 64.10%  

Persentase kawasan 
kumuh 

0,043% 0,043%  

2 Meningkatnya 
pemenuhan akses air 
minum dan air limbah 
yang layak dan aman 

Persentase jumlah 
rumah tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan 
terlindungi terhadap 
rumah tangga di 
seluruh kabupaten/ 
kota 

88.90% 88.90% 

 

Persentase  jumlah 
rumah tangga yang 
memperoleh layanan 
pengolahan air limbah 
domestik 

78.62% 78.62% 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target Penetapan 

Tahun 2025 
Target Perubahan 

Tahun 2025 
 

3 Meningkatnya tertib 
administrasi 
pertanahan  

Persentase lahan 
PSU dari 
pengembang yang 
disertifikatkan   

76.92% 76.92% 

 

4 Meningkatnya kinerja 
tata kelola 
pemerintahan dan 
kualitas pelayanan 
publik didukung 
dengan manajemen 
administrasi 
perkantoran 
pemerintahan yang 
baik 

Nilai IKM  80 Skor 80 Skor 

 

 

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Tahun 2025 
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Tabel 2. 7 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Grobogan 
Tahun 2025 

 

Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 
Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 

Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan 
1 2 3 4 5 6 

            
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR    

41,876,385,000  
           

50,579,113,072  
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG    

18,749,695,000  
           

14,141,609,678  
PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIAAN 
AIR MINUM 

ersentase rumah tangga yang  
mendapatkan akses air minum 
layak 

88,9 % 88,9 % 

     
6,064,516,000  

             
2,981,329,000  

Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah SPAM yang terbangun 20 unit 20 unit 

     
6,064,516,000  

             
2,981,329,000  

Pembangunan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Bukan Jaringan 
Perpipaan 

Jumlah Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Bukan Jaringan 
Perpipaan yang Dibangun 

12 Unit 60 Unit 
                          

-    
                

500,000,000  

Penyusunan Rencana, 
Kebijakan, Strategi dan 
Teknis Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) 

Jumlah Dokumen Rencana, 
Kebijakan, Strategi dan Teknis 
Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) yang disusun 

1 Dokumen 1 Dokumen 
                          

-    
                  

50,500,000  
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Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 
Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 

Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan 
Peningkatan Sistem 

Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Jaringan 
Perpipaan 

Kapasitas Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) Jaringan 
Perpipaan yang ditingkatkan 

2 Liter/Detik 10 Liter/Detik 
        

300,000,000  
             

2,430,829,000  

Pembangunan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Jaringan 
Perpipaan 

Kapasitas Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) Jaringan 
Perpipaan yang dibangun 

320 Liter/Detik 320 
Liter/Detik      

5,764,516,000  
                                  

-    

PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR LIMBAH 

Persentase rumah tangga yang 
menempati hunian dengan 
akses sanitasi (air limbah 
domestik) layak 

72,71 % 72,71 % 
   

12,685,179,000  
           

11,160,280,678  

Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem Air 
Limbah Domestik dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah rumah yang telah 
terlayani  sistem Air Limbah 
Domestik yang layak 

352241  
Rumah 
Tangga 

352241  
Rumah 
Tangga 

   
12,685,179,000  

           
11,160,280,678  

Penyediaan Sub Sistem 
Pengolahan Air Limbah 
Domestik (SPALD) 
Setempat 

Jumlah Rumah Tangga yang 
memiliki Toilet dan Tangki 
Septik Sesuai dengan Standar 

1065 Rumah 
Tangga 

937 Rumah 
Tangga    

12,685,179,000  
           

11,160,280,678  

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN    
23,126,690,000  

           
36,437,503,394  

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Cakupan pemenuhan 
kebutuhan  penunjang kinerja 
urusan pemerintah  daerah 
meliputi administrasi keuangan,  
administrasi umum, penyediaan 
jasa 

100 % 100 % 

     
6,276,064,600  

             
6,909,775,744  
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Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 
Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 

Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Persentase dokumen 
perencanaan,  penganggaran 
dan evaluasi kinerja yang  
tersusun 

100 % 100 % 
          

95,000,000  
                

136,013,400  

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

6 Dokumen 6 Dokumen 
          

60,000,000  
                

110,100,000  

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

4 Laporan 4 Laporan 

          
15,000,000  

                  
15,000,000  

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

2 Laporan 2 Laporan           
20,000,000  

                  
10,913,400  

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase pembayaran gaji, 
tunjangan  ASN dan 
penyelesaian laporan  keuangan 
tepat waktu 

100  % 100  % 
     

4,024,782,000  
             

4,257,593,000  

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

27 
Orang/bulan 

34 
Orang/bulan 

     
3,976,742,000  

             
4,219,553,000  

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

12 Dokumen 12 Dokumen           
23,040,000  

                  
23,040,000  

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

1 Laporan 1 Laporan 

          
10,000,000  

                  
10,000,000  
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Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 
Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 

Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan 
Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

2 Laporan 2 Laporan 

          
15,000,000  

                     
5,000,000  

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase penyelesaian 
administrasi  kepegawain tepat 
waktu 

100  % 100  % 
        

135,307,000  
                  

55,793,000  

Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

1 Paket 2 Paket 
            

8,007,000  
                  

49,775,000  

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

50 Orang 51 Orang 
        

127,300,000  
                     

6,018,000  

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase pemenuhan 
Administrasi  Umum Perangkat 
Daerah tepat waktu 

100 % 100 % 
     

1,137,695,642  
             

1,027,919,386  

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 1 Paket 

          
10,000,000  

                  
10,000,000  

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 1 Paket 
                          

-    
                  

24,862,000  

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

1 Paket 1 Paket         
258,182,000  

                
223,768,000  
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Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 
Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 

Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan 
Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan 
Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

1 Paket 1 Paket           
38,456,642  

                  
41,352,386  

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

4 Dokumen 4 Dokumen 
          

30,000,000  
                  

35,000,000  

Penyediaan 
Bahan/Material 

Jumlah Paket Bahan/Material 
yang Disediakan 

3 Paket 3 Paket         
149,216,000  

                
144,216,000  

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 
        

651,841,000  
                

548,721,000  

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Pengadaan Barang 
Milik  Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah  Daerah tepat waktu 

100 % 100 % 
        

137,982,000  
                

250,823,000  

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang Disediakan 

10 Unit 30 Unit         
137,982,000  

                
250,823,000  

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase pemenuhan 
kebutuhan Jasa  Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah  
tepat waktu 

100 % 100 % 
        

551,320,000  
             

1,022,941,000  

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

2 Laporan 2 Laporan           
10,000,000  

                  
10,000,000  

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang Disediakan 

12 Laporan 12 Laporan 
        

208,480,000  
                

280,131,000  
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Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 
Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 

Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

12 Laporan 12 Laporan 
        

332,840,000  
                

732,810,000  

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Barang Milik Daerah  
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah  yang 
terpelihara 

100 % 100 % 
        

193,977,958  
                

158,692,958  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

27 Unit 27 Unit 

        
158,977,958  

                
123,692,958  

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

25 Unit 25 Unit           
35,000,000  

                  
35,000,000  

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

- - - 
        

278,208,000  
                

664,808,000  

Sosialisasi dan Persiapan 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi 
Program Kabupaten/Kota 

- - - 

          
21,320,000  

                                  
-    

Sosialisasi 
Pengembangan 
Perumahan Baru dan 
Mekanisme Akses 
Pembiayaan Perumahan 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Sosialisasi Pengembangan 
Perumahan Baru dan 
Mekanisme Akses Pembiayaan 
Perumahan 

50 Orang 50 Orang 

          
21,320,000  

                                  
-    
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Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 
Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 

Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan 
Pembangunan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi 
Program Kabupaten/Kota 

Persentase rumah korban 
bencana dan  masyarakat yang 
terkena dampak  program 
pemerintah yang dibangun  
sesuai dengan rencana aksi 

100 % 100 % 

        
256,888,000  

                
664,808,000  

Rehabilitasi Rumah bagi 
Korban Bencana 

Jumlah Rumah Korban Bencana 
Kabupaten/Kota yang 
Terehabilitasi 

9 Unit Rumah 150 Unit 
Rumah 

        
256,888,000  

                
597,504,000  

Pembangunan Rumah 
Khusus beserta PSU bagi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Rumah Khusus beserta 
PSU bagi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 
                          

-    
                  

67,304,000  

PROGRAM KAWASAN 
PERMUKIMAN 

Persentase kawasan 
permukiman kumuh  dibawah 10 
Ha yang ditangani 

44,66 % 44,66 % 
     

1,900,000,000  
             

7,947,240,250  

Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

Luasan kawasan kumuh 
dibawah 10 ha  yang 
ditingkatkan kualitas  
lingkungannya 

7 Ha 7 Ha 
     

1,900,000,000  
             

7,947,240,250  

Pelaksanaan 
Peremajaan Kawasan 
Permukiman Kumuh 

Luas Kawasan Permukiman 
Kumuh yang Diremajakan 

1 Ha 2.66 Ha      
1,900,000,000  

             
7,947,240,250  

PROGRAM PERUMAHAN 
DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

Persentase rumah tidak layak 
huni yang  ditangani 

3,91 % 3,91 %      
5,077,478,400  

             
9,735,790,400  

Pencegahan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman 
Kumuh pada Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH) RTLH  diluar kawasan 
permukiman kumuh  dibawah 10 
Ha yang dibangun 

300 unit 300 unit 
     

5,077,478,400  
             

9,735,790,400  



 

52 
 

Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 
Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 

Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan 
Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni untuk 
Pencegahan Terhadap 
Tumbuh dan 
Berkembangnya 
Permukiman Kumuh di 
Luar Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas di Bawah 10 
(Sepuluh) Ha 

Jumlah Rumah Tidak Layak 
Huni untuk Pencegahan 
Terhadap Tumbuh dan 
Berkembangnya Permukiman 
Kumuh di Luar Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan 
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 
yang Diperbaiki 

200 Unit 
Rumah 

338 Unit 
Rumah 

     
5,077,478,400  

             
9,735,790,400  

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PRASARANA, SARANA 
DAN UTILITAS UMUM 
(PSU) 

Persentase perumahan yang 
sudah dilengkapi PSU 
(Prasarana, sarana dan Utilitas 
Umum) 

100 % 100 % 

     
9,594,939,000  

           
11,179,889,000  

Urusan Penyelenggaraan 
PSU Perumahan 

Persentase Prasarana Sarana 
Utilitas  Umum (PSU) 
Perumahan yang telah  
diserakan ke Pemerintah 
Daerah 

45,83 % 45,83 % 

     
9,594,939,000  

           
11,179,889,000  

Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum 
di Perumahan untuk 
Menunjang Fungsi Hunian 

Jumlah Lokasi Perumahan yang 
Disediakan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum yang 
Menunjang Fungsi Hunian 

34 Lokasi 44 Lokasi 
     

9,584,339,000  
           

11,169,289,000  

Verifikasi dan 
Penyerahan PSU 
Perumahan dari 
Pengembang 

Jumlah Laporan Hasil Serah 
Terima PSU Perumahan yang 
Terverifikasi dari Pengembang 

8 Laporan 8 Laporan 

10,600,000 10,600,000 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 
DASAR 447,552,000 647,552,000 
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Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 
Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 2025 

Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 447,552,000 647,552,000 
PROGRAM 
PENATAGUNAAN TANAH  

Persentase dokumen peta aset 
tanah eks  bondo desa di 
kelurahan yang tersusun 

74,43 % 74,43 % 
447,552,000 647,552,000 

Penggunaan Tanah yang 
Hamparannya dalam satu 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase dokumen peta aset 
tanah eks  bondo desa di 
kelurahan yang tersusun 

1 dok 1 dok 
447,552,000 647,552,000 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 
Penggunaan Tanah 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 
Penggunaan Tanah dalam 1 
(Satu) Kabupaten/Kota 

1 Laporan 1 Laporan 

447,552,000 647,552,000 

JUMLAH 42,323,937,000 51,226,665,072 
 

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan) 
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D. Pohon Kinerja Tahun 2025 
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E. Crosscutting Disperakim 
 

 

POKJA PKP

Disperakim, PUPR, Bappeda, 

Dishub,DLH,BPPKAD

Rehabilitasi Rumah Korban 

Bencana atau Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

Disperakim,BPBD,Dinsos

Peningkatan Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Umum (PSU)   

Disperakim, PUPR, 

Kelurahan,Dishub

 

Penyelesaian Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Disperakim, BPN, BPPKAD,Satpol PP
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum

Disperakim, Dispermades,PDAM

 Penatagunaan Tanah

Disperakim, Bappeda,BPPKAD,Kelurahan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Air Limbah 

Disperakim,Dispermades,DLH

MENINGKATKAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI YANG 

TERJANGKAU; AKSES AIR MINUM DAN AIR LIMBAH YANG 

LAYAK DAN AMAN SERTA TERTIB ADMINISTRASI 

PERTANAHAN

CROSSCUTTING DISPERAKIM KAB. GROBOGAN

Meningkatnya rumah layak huni dan 

kualitas lingkungan permukiman

Meningkatnya tertib 

administrasi 

pertanahan 

Pemenuhan akses air 

minum dan air limbah yang 

layak dan aman 

Purwodadi 3 Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Grobogan

Drs. SISWANTO, MM
NIP. 19640618 199403 1 005
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

  Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan 

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan 

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima 

laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan  selaku pengemban amanah 

masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Grobogan Kabupaten Grobogan  yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian 

target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam 

dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan 

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk 

mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan. 

A. Pengukuran Kinerja  
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan 

pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja 
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tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja 

tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian 

tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas 

capaian indikator kinerja tujuan/sasaran. 

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan 

antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan 

karakteristik komponen realisasi sebagai berikut : 

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin baik (positif), maka digunakan rumus : 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
× 100% 

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus : 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
× 100% 

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan 

analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan 

mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud. 

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran 

ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja 

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian 

1 Sangat Tinggi 91 ≤ 100 

2 Tinggi 76 ≤ 90 

3 Sedang 66 ≤ 75 

4 Rendah 51 ≤ 65 

5 Sangat Rendah  ≤ 50 
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Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran 

penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok 

indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari 

masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 

2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, 

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan 

dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini 

didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja 

Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Grobogan. 

 

B. Capaian Kinerja Organisasi 
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu 

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu 

dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja 

utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja 

utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, 

sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk 

meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap 

Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian 

kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama 
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Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan 

Kabupaten Grobogan tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut: 

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025 

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama 

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi 
% 

Kategori 
Capaian  

1 

Meningkatkan 
pemenuhan 
rumah layak 
huni yang 
terjangkau; 
akses air minum 
dan air limbah 
yang layak dan 
aman serta 
tertib 
administrasi 
pertanahan 

Persentase 
pemenuhan air 
minum; sanitasi 
dan rumah layak 
huni 

77.17% 77.79% 100.80% 
Sangat 
Tinggi 

1.1 

Meningkatnya rumah 
layak huni dan 
kualitas lingkungan 
permukiman 

Persentase rumah layak 
huni 

64.10% 65.85% 102.73% 
Sangat 
Tinggi 

Persentase kawasan 
kumuh 

0.043% 0.041% 104.88% 
Sangat 
Tinggi 

1.2 

Meningkatnya 
pemenuhan akses air 
minum dan air limbah 
yang layak dan aman 

Persentase jumlah rumah 
tangga yang mendapatkan 
akses terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan 
terlindungi terhadap rumah 
tangga di seluruh 
kabupaten/ kota 

88.90% 88.90% 100.00% 
Sangat 
Tinggi 

Persentase  jumlah rumah 
tangga yang memperoleh 
layanan pengolahan air 
limbah domestik 

78.62% 78.62% 100.00% 
Sangat 
Tinggi 

1.3 
Meningkatnya tertib 
administrasi 
pertanahan  

Persentase lahan PSU dari 
pengembang yang 
disertifikatkan   

76.92% 87,23% 113.4% 
Sangat 
Tinggi 
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No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi 
% 

Kategori 
Capaian  

2.1 

Meningkatnya kinerja 
tata kelola 
pemerintahan dan 
kualitas pelayanan 
publik didukung 
dengan manajemen 
administrasi 
perkantoran 
pemerintahan yang 
baik 

Nilai IKM  
80 

Skor 
83 Skor 103.75% 

Sangat 
Tinggi 



 

62 
 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 pada tahun 2025 sebesar 100.8% dan 

termasuk kategori tinggi. Sasaran 1.1 pada tahun 2025 masing-masing sebesar 102,73% dan 104,88%, dengan 

rata-rata sebesar 103,81% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.2 

masing-masing sebesar 100% dan 100%, dengan rata-rata sebesar 100%, sehingga termasuk dalam kategori 

Sangat Tinggi. Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.3 sebesar 100% dan berada dalam kategori 

Sangat Tinggi. Dengan demikian, rata-rata capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 pada tahun 2025 adalah sebesar 

101,90% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Sementara itu, capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 adalah 

sebesar 103,75% dan juga berada dalam kategori Sangat Tinggi. 

 

2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel 

berikut : 
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Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya 

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja 

2023 2024 2025 

Target Realisasi 
% 
Capaian 

Target Realisasi 
% 
Capaian 

Target Realisasi 
% 
Capaian 

                        

1 

Meningkatkan 
pemenuhan 
rumah layak 
huni yang 
terjangkau; 
akses air minum 
dan air limbah 
yang layak dan 
aman serta 
tertib 
administrasi 
pertanahan 

Persentase 
pemenuhan air 
minum; sanitasi 
dan rumah layak 
huni 

76.38% 76.38% 100% 76.77% 77,03% 100,4% 77,17% 77,79% 100,80% 

1.1 

Meningkatnya rumah 
layak huni dan kualitas 
lingkungan 
permukiman 

Persentase rumah 
layak huni 

63.44% 65.16% 102.7% 63.72% 65,54% 102.9% 64.10% 65.85% 103% 

Persentase 
kawasan kumuh 

0.050% 0.050% 100% 0.047% 0.047% 100% 0.043% 0.041% 105% 
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No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja 

2023 2024 2025 

Target Realisasi 
% 
Capaian 

Target Realisasi 
% 
Capaian 

Target Realisasi 
% 
Capaian 

1.2 

Meningkatnya 
pemenuhan akses air 
minum dan air limbah 
yang layak dan aman 

Persentase jumlah 
rumah tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap air minum 
melalui SPAM 
jaringan perpipaan 
dan bukan jaringan 
perpipaan 
terlindungi terhadap 
rumah tangga di 
seluruh kabupaten/ 
kota 

87.10% 87.10% 100% 88.00% 88.60% 101% 88.90% 88.90% 100% 

Persentase  jumlah 
rumah tangga yang 
memperoleh 
layanan pengolahan 
air limbah domestik 

78.59% 78.59% 100% 78.60% 78.64% 100% 78.62% 78.62% 100% 

1.3 
Meningkatnya tertib 
administrasi 
pertanahan  

Persentase lahan 
PSU dari 
pengembang yang 
disertifikatkan   

23.08% 23.08% 100% 46.15% 46.15% 100% 76.92% 87.23% 113.4% 

2 

Meningkatnya kinerja 
tata kelola 
pemerintahan dan 
kualitas pelayanan 
publik didukung 
dengan manajemen 

Nilai IKM  
73 

Skor 
70 Skor 96% 

75 
Skor 

79 Skor 105.3% 80 Skor 83 Skor 104% 
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No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja 

2023 2024 2025 

Target Realisasi 
% 
Capaian 

Target Realisasi 
% 
Capaian 

Target Realisasi 
% 
Capaian 

administrasi 
perkantoran 
pemerintahan yang 
baik 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 

sebelumnya, secara umum menunjukkan tren yang positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan capaian 

kinerja pada beberapa indikator. Indikator Tujuan 1 menunjukkan capaian yang meningkat setiap tahunnya 

sebesar 100%, 100,4% dan pada tahun 2025 100,8%. Sasaran 1.1 yang terdiri atas dua indikator menunjukkan 

capaian sebesar 102.7% dan 100% pada tahun 2023, serta stabil sebesar 102.9% dan 100% pada tahun 2024. 

Pada tahun 2025, kedua indikator tersebut mengalami peningkatan masing-masing menjadi 103% dan 105%. 

Indikator Sasaran 1.2 yang juga terdiri atas dua indikator, pada tahun 2023 masing-masing mencapai 

100% dan 100%. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 101% dan 100%. Namun demikian, pada tahun 2025 

kedua indikator tersebut mengalami sedikit penurunan dan kembali berada pada angka 100% dan 100%. 

Indikator Sasaran 1.3 dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan capaian yang konsisten, yaitu 

sebesar 100%. Sementara itu, Indikator Sasaran 2 pada tahun 2023 mencapai 96%, mengalami kenaikan pada 

tahun 2024 menjadi 105%, dan kembali penurunan sedikit pada tahun 2025 menjadi 104%. 

 

 



 

66 
 

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra 

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat 

pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Grobogan Kabupaten Grobogan  periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 4 Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) 

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 
Realisasi Target 

Akhir Tingkat 
Kemajuan 

2025 2026 
              

1 

Meningkatkan 
pemenuhan rumah layak 
huni yang terjangkau; 
akses air minum dan air 
limbah yang layak dan 
aman serta tertib 
administrasi pertanahan 

Meningkatkan pemenuhan 
rumah layak huni yang 
terjangkau; akses air minum 
dan air limbah yang layak dan 
aman serta tertib administrasi 
pertanahan 

Persentase 
pemenuhan air 
minum; sanitasi dan 
rumah layak huni 

77.79% 77.57% 100.28% 

Meningkatnya rumah layak 
huni dan kualitas lingkungan 
permukiman 

Persentase rumah layak huni 65.85% 64.28% 102.4% 

Persentase kawasan kumuh 0.041% 0.040% 97.6% 
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No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 
Realisasi Target 

Akhir Tingkat 
Kemajuan 

2025 2026 

Meningkatnya pemenuhan 
akses air minum dan air 
limbah yang layak dan aman 

Persentase jumlah rumah 
tangga yang mendapatkan 
akses terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan jaringan 
perpipaan terlindungi terhadap 
rumah tangga di seluruh 
kabupaten/ kota 

88.90% 89.80% 99.0% 

Persentase  jumlah rumah 
tangga yang memperoleh 
layanan pengolahan air limbah 
domestik 

78.62% 78.63% 100.0% 

Meningkatnya tertib 
administrasi pertanahan  

Persentase lahan PSU dari 
pengembang yang 
disertifikatkan   

87.23% 100.00% 87.23% 

2 

Meningkatkan tata kelola 
pemerintahan yang baik 
dan pelayanan pulik yang 
berkualitas 

Meningkatnya kinerja tata 
kelola pemerintahan dan 
kualitas pelayanan publik 
didukung dengan manajemen 
administrasi perkantoran 
pemerintahan yang baik 

Nilai IKM  83 Skor 82 101.2% 

 

Berdasarkan analisis tabel di atas, rata-rata tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Tujuan 1 

mencapai 95,2%. Dengan capaian tersebut, potensi untuk mencapai target jangka menengah pada tahun 2026 sangat 

memungkinkan untuk direalisasikan. Secara rinci, tingkat kemajuan Indikator Kinerja Sasaran 1.1 masing-masing mencapai 
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102,4% dan 97,6%. Tingkat kemajuan Indikator Kinerja Sasaran 1.2 masing-masing mencapai 99% dan 100%. Sementara 

itu, tingkat kemajuan Indikator Kinerja Sasaran 1.3 mencapai 87.23%. Adapun tingkat kemajuan Indikator Kinerja Tujuan 2 

mencapai 101,2%, sehingga target jangka menengah tahun 2026 pada tujuan tersebut telah terlampaui. Sejalan dengan 

hal tersebut, tingkat kemajuan Indikator Kinerja Sasaran 2.1 juga mencapai 101,2%. 

 

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten 

No. Indikator Kinerja 
Target Persentase capaian Persentase 

capaian Keterangan 

Nasional Provinsi Kabupaten  Nasional  Provinsi Kabupaten   

1 

Meningkatnya 
rumah layak huni 
dan kualitas 
lingkungan 
permukiman 

67.00% 71.59% 64.00% Nihil Nihil 65.85% Melebihi 
Target 

2 

Meningkatnya 
pemenuhan akses air 
minum dan air limbah 
yang layak dan aman  

Nihil 42,93% 88.90% Nihil Nihil 88.90% Sesuai 
Target 

3 
Meningkatnya tertib 
administrasi 
pertanahan 

Nihil Nihil 76.92% Nihil Nihil 87.23% Melebihi 
Target 

 

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Target Kabupaten, Provinsi dan Nasional 

Sebagaimana Tabel di atas, bahwa capaian kinerja Indikator Tujuan 1, 2 dan 3 tidak dapat dilakukan 

perbandingan dengan capaian kinerja di tingkat tingkat provinsi/nasional/daerah lain, dikarenakan indikator 
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kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak dilakukan pengukuran kinerja di tingkat 

Provinsi/Nasional/daerah sekitar. 

 

5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan 

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja level 

tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 

No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% Analisa Keberhasilan 

/Kegagalan 
Solusi yang Dilakukan 

Capaian  

1 

Meningkatkan 
pemenuhan 
rumah 
layak huni yang 
terjangkau; 
akses air 
minum dan air 
limbah 
yang layak dan 
aman 
serta tertib 
administrasi 
pertanahan 

Persentase 
pemenuhan 
air 
minum; 
sanitasi 
dan rumah 
layak huni 

77.17% 77.79% 100.8% 

 
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 

Faktor Keberhasilan : 
Adanya berbagai sumber 
pendanaan di luar APBD 
seperti APBN, CSR, dan 
sumber sah lainnya. 
Dukungan ini memperkuat 
kapasitas pembiayaan 
sehingga program penyediaan 
rumah layak huni, air minum, 
dan sanitasi dapat 
direalisasikan secara lebih 
luas dan cepat. 
Komitmen pemerintah daerah 
yang kuat dalam perencanaan, 
penganggaran, dan 
pengawasan program menjadi 
faktor penting dalam 
memastikan pelaksanaan 

a. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 
 

c. 
 

Meningkatkan kapasitas dan 
kemampuan masyarakat dalam 
membangun rumah layak huni 
melalui pelatihan teknis, 
pendampingan, serta 
pemberdayaan berbasis 
swadaya agar kualitas 
bangunan memenuhi standar 
kelayakan. 
Memberikan bantuan stimulan 
untuk pembangunan dan 
rehabilitasi rumah tidak layak 
huni guna meningkatkan 
kualitas hunian masyarakat 
berpenghasilan rendah secara 
bertahap dan berkelanjutan. 
Memfasilitasi akses kepemilikan 
rumah layak huni melalui 



 

70 
 

No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% Analisa Keberhasilan 

/Kegagalan 
Solusi yang Dilakukan 

Capaian  
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
c. 

berjalan efektif, tepat sasaran, 
dan berkelanjutan, sehingga 
target kinerja dapat 
terlampaui. 
Partisipasi aktif masyarakat 
melalui swadaya dan gotong 
royong memperkuat 
pelaksanaan program serta 
meningkatkan rasa memiliki 
terhadap hasil pembangunan, 
sehingga mendukung 
keberlanjutan rumah layak 
huni dan layanan dasar. 
 
Faktor Kegagalan : 
Berkurangnya atau 
terlambatnya dukungan 
APBN/CSR serta keterbatasan 
APBD dapat menghambat 
pelaksanaan program. 
Koordinasi yang lemah dan 
keterbatasan SDM teknis 
dapat menyebabkan program 
tidak berjalan optimal. 
Wilayah terpencil, 
keterbatasan sumber air, dan 
risiko bencana dapat 
memperlambat pencapaian 
target. 

 
 
 
 
 

d. 
 
 
 
 
 
 

e. 
 
 
 
 
 
 
 

berbagai skema bantuan 
pembiayaan dan dukungan 
program perumahan bagi 
masyarakat berpenghasilan 
rendah. 
Melaksanakan pembangunan 
dan rehabilitasi infrastruktur 
permukiman baik skala 
lingkungan maupun kawasan 
untuk meningkatkan kualitas 
hunian, akses air minum, dan 
sanitasi. 
Mengoptimalkan kerja sama 
dengan pihak ketiga melalui 
pemanfaatan dana CSR untuk 
mendukung pembiayaan dan 
percepatan penanganan 
permukiman kumuh. 
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No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% Analisa Keberhasilan 

/Kegagalan 
Solusi yang Dilakukan 

Capaian  

1.1 

Meningkatnya 
rumah layak huni 
dan kualitas 
lingkungan 
permukiman 

Persentase 
rumah layak 
huni 

64.10% 65.85% 102.73% 

 
a. 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
 
d. 

Faktor Keberhasilan : 
Optimalisasi sumber 
pendanaan, melalui dukungan 
APBD, APBN, CSR, dan 
sumber sah lainnya yang 
memperluas cakupan 
peningkatan rumah layak huni. 
 
Komitmen Pemerintah Daerah, 
melalui konsistensi program 
rehabilitasi RTLH, peningkatan 
PSU, dan penguatan 
kebijakan perumahan bagi 
MBR. 
 
Dukungan kebijakan nasional, 
yang mempercepat 
peningkatan kualitas 
permukiman dan penanganan 
kawasan kumuh. 
 
 
Partisipasi masyarakat, dalam 
perbaikan rumah dan 
penataan lingkungan guna 
mendukung keberlanjutan 
program. 

 
a. 
 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 

c. 
 
 

 
d. 

 
Peningkatan kapasitas 
masyarakat, melalui sosialisasi, 
bimbingan teknis, dan 
pendampingan pembangunan 
rumah layak huni. 
 
Rehabilitasi RTLH secara 
berkelanjutan, dengan 
mekanisme transparan dan 
berbasis data terpadu. 
 
Fasilitasi akses BP2BT, untuk 
mendorong kepemilikan rumah 
layak huni bagi masyarakat. 
 
Rehabilitasi dan relokasi rumah 
terdampak bencana, guna 
memastikan masyarakat tetap 
memiliki hunian yang aman dan 
layak. 

 
a. 
 

Faktor Kegagalan : 
Keterbatasan anggaran, 
sehingga penanganan RTLH 
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No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% Analisa Keberhasilan 

/Kegagalan 
Solusi yang Dilakukan 

Capaian  
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
d. 
 
 
 
e. 

belum mampu menjangkau 
seluruh kebutuhan. 
 
Data RTLH yang belum 
sepenuhnya terintegrasi dan 
mutakhir, sehingga 
mempengaruhi ketepatan 
sasaran bantuan. 
 
Keterbatasan kemampuan 
swadaya penerima manfaat, 
baik tenaga maupun 
tambahan pembiayaan. 
 
Kendala teknis dan lokasi 
rumah, seperti akses sulit dan 
status lahan yang belum jelas. 
 
Dampak bencana alam, yang 
menambah jumlah RTLH 
setiap tahunnya. 

Persentase 
kawasan 
kumuh 

0.043% 0.041% 104.88% 

 
a. 
 
 
 
 
 
 
b. 

Faktor Keberhasilan : 
Komitmen Pemerintah Daerah 
melalui pengalokasian 
anggaran, perencanaan yang 
terarah, dan pengawasan 
pelaksanaan kegiatan 
penanganan kawasan kumuh. 
 
Pembangunan dan rehabilitasi 

a. 
 
 
 
 
 
 

b. 

Pembangunan dan rehabilitasi 
PSU permukiman (jalan 
lingkungan, drainase, dan talud) 
secara bertahap dan 
terintegrasi sesuai prioritas 
lokasi kumuh. 
 
Penguatan kolaborasi 
pendanaan, melalui sinergi 
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No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% Analisa Keberhasilan 

/Kegagalan 
Solusi yang Dilakukan 

Capaian  
 
 
 
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
d. 

infrastruktur permukiman 
(PSU) seperti jalan 
lingkungan, drainase, sanitasi, 
dan air bersih yang secara 
langsung menurunkan tingkat 
kekumuhan. 
 
Sinergi pendanaan dan 
program nasional, melalui 
dukungan APBN, provinsi, dan 
CSR untuk mempercepat 
peningkatan kualitas kawasan. 
 
Partisipasi aktif masyarakat 
dalam menjaga dan 
memelihara lingkungan 
permukiman guna menjamin 
keberlanjutan hasil 
penanganan. 

 
 
 
 
 

c. 

APBD, APBN, dan CSR untuk 
memperluas cakupan 
penanganan. 
 
Peningkatan pengendalian tata 
ruang, guna mencegah 
munculnya kawasan kumuh 
baru akibat pembangunan yang 
tidak terencana. 
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No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% Analisa Keberhasilan 

/Kegagalan 
Solusi yang Dilakukan 

Capaian  
 
a. 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
d. 

Faktor Kegagalan 
Belum optimalnya integrasi 
prasarana, sarana, dan utilitas 
(PSU) di beberapa lokasi, 
yang masih mempengaruhi 
indikator kekumuhan. 
 
Potensi munculnya titik kumuh 
baru akibat pertumbuhan 
permukiman dan belum 
optimalnya pengendalian tata 
ruang. 
 
Kesadaran masyarakat yang 
belum merata dalam menjaga 
kualitas lingkungan 
permukiman. 
 
Pemutakhiran data dan 
monitoring kawasan kumuh 
yang memerlukan penguatan 
agar penanganan lebih cepat 
dan tepat sasaran.  
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No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% Analisa Keberhasilan 

/Kegagalan 
Solusi yang Dilakukan 

Capaian  

2 

Meningkatnya 
pemenuhan 
akses air minum 
dan air limbah 
yang layak dan 
aman 

Persentase 
jumlah rumah 
tangga yang 
mendapatkan 
akses 
terhadap air 
minum 
melalui SPAM 
jaringan 
perpipaan 
dan bukan 
jaringan 
perpipaan 
terlindungi 
terhadap 
rumah tangga 
di seluruh 
kabupaten/ 
kota 

88.90% 88.90% 100.00% 

 
a. 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
 
c. 

Faktor Keberhasilan 
Komitmen Pemerintah Daerah, 
melalui pengalokasian 
anggaran dan perencanaan 
program SPAM yang terarah 
dan berkelanjutan. 
 
Pengembangan dan 
optimalisasi SPAM, baik 
jaringan perpipaan maupun 
bukan jaringan perpipaan 
terlindungi, sehingga mampu 
menjangkau lebih banyak 
rumah tangga. 
 
Sinergi pendanaan dan 
program, melalui dukungan 
APBD, APBN, serta kolaborasi 
dengan pemerintah pusat dan 
provinsi. 

a. 
 
 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 
 
 

c. 

Peningkatan kualitas dokumen 
perencanaan air minum yang 
terintegrasi, guna memastikan 
pengembangan SPAM berjalan 
terarah, terpadu, dan sesuai 
kebutuhan wilayah. 
 
Peningkatan kapasitas 
penyelenggara SPAM berbasis 
masyarakat, melalui 
pembinaan, pendampingan, dan 
penguatan kelembagaan agar 
pengelolaan lebih profesional 
dan berkelanjutan. 
 
Pengembangan dan 
pengelolaan SPAM perpipaan 
dan non perpipaan terlindungi, 
meliputi pembangunan baru, 
peningkatan, perluasan 
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No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% Analisa Keberhasilan 

/Kegagalan 
Solusi yang Dilakukan 

Capaian  
 
a. 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
c. 

Faktor Kegagalan 
Keterbatasan anggaran 
pengembangan SPAM, 
sehingga perluasan jaringan 
perpipaan belum dapat 
menjangkau seluruh wilayah 
secara optimal. 
 
Kondisi geografis dan sebaran 
permukiman, terutama di 
wilayah terpencil, yang 
menyulitkan pembangunan 
dan pemeliharaan jaringan 
perpipaan. 
 
Kapasitas dan keberlanjutan 
operasional penyelenggara 
SPAM, termasuk kebutuhan 
peningkatan sarana, 
prasarana, dan manajemen 
layanan. 

jaringan, serta optimalisasi 
operasi dan pemeliharaan. 
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No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% Analisa Keberhasilan 

/Kegagalan 
Solusi yang Dilakukan 

Capaian  

Persentase  
jumlah rumah 
tangga yang 
memperoleh 
layanan 
pengolahan 
air limbah 
domestik 

78.62% 78.62% 100.00% 

 
a. 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
c. 

Faktor Keberhasilan 
Komitmen Pemerintah Daerah, 
melalui perencanaan dan 
penganggaran yang konsisten 
dalam peningkatan layanan 
pengolahan air limbah 
domestik. 
 
Pembangunan dan 
peningkatan infrastruktur 
sanitasi, baik sistem setempat 
(onsite) maupun terpusat 
(offsite), sesuai kebutuhan 
wilayah. 
 
Perubahan perilaku 
masyarakat, termasuk 
dukungan terhadap program 
Stop Buang Air Besar 
Sembarangan (BABS), 
sehingga meningkatkan akses 
sanitasi yang layak dan aman. 

a. 
 
 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 
 
 

c. 

Peningkatan kualitas 
perencanaan dan 
penganggaran sanitasi, agar 
pembangunan layanan air 
limbah lebih terarah dan sesuai 
prioritas kebutuhan wilayah. 
 
Pengembangan dan rehabilitasi 
infrastruktur air limbah 
domestik, baik sistem setempat 
(onsite) maupun terpusat 
(offsite), termasuk optimalisasi 
operasi dan pemeliharaan 
sarana yang telah terbangun. 
 
Penguatan kapasitas 
kelembagaan pengelola, melalui 
pembinaan dan pendampingan 
guna meningkatkan 
keberlanjutan layanan. 
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No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% Analisa Keberhasilan 

/Kegagalan 
Solusi yang Dilakukan 

Capaian  
 
a. 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
c. 

Faktor Kegagalan: 
Sebaran permukiman dan 
kondisi geografis, yang 
menyulitkan penerapan sistem 
pengolahan air limbah terpusat 
di beberapa lokasi. 
 
Kapasitas pengelolaan dan 
pemeliharaan sarana, yang 
masih perlu ditingkatkan agar 
layanan berjalan 
berkelanjutan. 
 
Kesadaran dan perilaku 
masyarakat yang belum 
merata, terutama dalam 
pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana sanitasi 
serta penerapan pola hidup 
bersih dan sehat. 
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No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% Analisa Keberhasilan 

/Kegagalan 
Solusi yang Dilakukan 

Capaian  

3 

Meningkatnya 
tertib 
administrasi 
pertanahan  

Persentase 
lahan PSU 
dari 
pengembang 
yang 
disertifikatkan   

76.92% 87.23% 113.4% 

 
a. 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
c. 

Faktor Keberhasilan : 
Pelaksanaan sertifikasi tanah 
secara massal, yang 
mempercepat proses 
legalisasi lahan PSU dari 
pengembang. 
 
Koordinasi yang baik dengan 
instansi terkait, seperti BPN, 
BPPKAD (Bidang Aset), dan 
kelurahan/desa dalam proses 
verifikasi, pencatatan, dan 
penerbitan sertifikat. 
 
Pendataan dan inventarisasi 
aset tanah Pemkab secara 
tertib, sehingga lahan PSU 
yang telah diserahterimakan 
dapat segera diproses 
sertifikasinya. 

a. 
 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 

c. 

Penyusunan dokumen 
inventarisasi obyek pertanahan, 
sebagai dasar penataan, 
pengamanan, dan percepatan 
proses sertifikasi lahan PSU. 
 
Penguatan kapasitas dan 
kelembagaan pertanahan, 
melalui peningkatan kompetensi 
aparatur serta penataan sistem 
administrasi aset daerah. 
 
Sosialisasi dan pendampingan 
administrasi pertanahan, 
kepada pengembang dan 
masyarakat guna meningkatkan 
pemahaman terhadap 
kewajiban penyerahan 
fasum/fasos dan proses 
legalisasi tanah. 



 

80 
 

No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% Analisa Keberhasilan 

/Kegagalan 
Solusi yang Dilakukan 

Capaian  
 
a. 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
c. 

Faktor Keberhasilan : 
Masih adanya pemanfaatan 
tanah negara secara tidak sah 
(hunian liar), yang 
menghambat proses 
penertiban dan sertifikasi 
lahan. 
 
Belum optimalnya koordinasi 
dalam penyelesaian ganti 
kerugian dan santunan tanah, 
sehingga memperlambat 
proses administrasi. 
 
Masih terdapat lahan fasos 
dan fasus dari pengembang 
yang belum bersertifikat, 
meskipun telah 
diserahterimakan kepada 
Pemerintah Daerah.  

4 

Meningkatnya 
kinerja tata 
kelola 
pemerintahan 
dan kualitas 
pelayanan publik 
didukung 
dengan 
manajemen 
administrasi 

Nilai IKM  
80 

Skor 
83 Skor 103.75% 

 
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor Keberhasilan : 
Kejelasan pembagian 
kewenangan, tugas, dan 
fungsi, yang didukung oleh 
peraturan, pedoman, juklak, 
dan juknis pada setiap 
operasional kegiatan sehingga 
pelayanan berjalan lebih 
terstruktur dan akuntabel. 
 

a. 
 
 
 
 
 

b. 
 
 

Penguatan perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, dan 
pelaporan kinerja agar lebih 
efektif, efisien, dan berbasis 
data. 
 
Peningkatan kapasitas SDM 
teknis, melalui pelatihan dan 
pembinaan guna mendukung 
profesionalitas pelayanan. 
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No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% Analisa Keberhasilan 

/Kegagalan 
Solusi yang Dilakukan 

Capaian  
perkantoran 
pemerintahan 
yang baik 

b. 
 
 
 
 
 
 
c. 

Komitmen pimpinan dalam 
pengelolaan manajemen, yang 
mendorong peningkatan 
disiplin, pengawasan, dan 
evaluasi kinerja pelayanan 
secara berkala. 
 
Penguatan kelembagaan 
secara berkelanjutan, melalui 
penataan organisasi dan 
peningkatan sistem 
administrasi perkantoran.  

 
 

c. 

 
Optimalisasi pengelolaan aset 
daerah, dengan prinsip 
efisiensi, transparansi, dan 
akuntabilitas. 

 
a. 
 
 
 
 
 
 
 
b.  

Faktor Kegagalan :  
Keterbatasan SDM baik 
secara kualitas maupun 
kuantitas, termasuk belum 
tersedianya staf teknis ASN 
yang memadai serta adanya 
pegawai yang telah memasuki 
masa purna tugas. 
 
Belum optimalnya sarana dan 
prasarana pendukung, seperti 
keterbatasan komputer, 
printer, scanner, gedung 
kantor, serta kendaraan 
operasional yang 
mempengaruhi efektivitas 
pelayanan. 
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6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat 

daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3. 7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Uraian 
  

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat 
Efisiensi 

 Hasil 
Perkalian % 

Capaian 
Kinerja dan 
Anggaran  

Hasil 
Pengurangan 
dgn serapan 

Interpr
etasi 

 Target Realisasi
  %  Anggaran  Realisasi  %          

           
DINAS PERUMAHAN 
RAKYAT DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

       
100  

            
100  

         
100  

51,276,665,072 47,825,727,083 93.27 
           

6.73  
51,276,665,072 3,450,937,989 Efisien 

URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

       
100  

            
100  

         
100  

50,629,113,072 47,220,386,898 93.27            
6.73  

50,629,113,072 3,408,726,174 Efisien 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

       
100  

            
100  

         
100  

14,091,109,678 13,759,202,857 97.64 
           

2.36  
14,091,109,678 331,906,821 Efisien 

PROGRAM PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIAAN AIR 
MINUM 

       
100  

            
100  

         
100  

2,930,829,000 2,741,837,250 93.55 
           

6.45  
2,930,829,000 188,991,750 Efisien 

Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) di Daerah 
Kabupaten/Kota 

       
100  

            
100  

         
100  

2,930,829,000 2,741,837,250 93.55 
           

6.45  
2,930,829,000 188,991,750 Efisien 
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Uraian 
  

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat 
Efisiensi 

 Hasil 
Perkalian % 

Capaian 
Kinerja dan 
Anggaran  

Hasil 
Pengurangan 
dgn serapan 

Interpr
etasi 

 Target Realisasi
  %  Anggaran  Realisasi  %          

Pembangunan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Bukan Jaringan 
Perpipaan 

       
100  

            
100  

         
100  

500,000,000 447,715,500 89.54 
         

10.46  
500,000,000 52,284,500 Efisien 

Peningkatan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Jaringan Perpipaan 

       
100  

            
100  

         
100  

2,430,829,000 2,294,121,750 94.38 
           

5.62  
2,430,829,000 136,707,250 Efisien 

PROGRAM PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR LIMBAH 

       
100  

            
100  

         
100  

11,160,280,678 11,017,365,607 98.72 
           

1.28  
11,160,280,678 142,915,071 Efisien 

Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem Air 
Limbah Domestik dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

       
100  

            
100  

         
100  

11,160,280,678 11,017,365,607 98.72 
           

1.28  
11,160,280,678 142,915,071 Efisien 

Penyediaan Sub Sistem 
Pengolahan Air Limbah 
Domestik (SPALD) Setempat 

       
100  

            
100  

         
100  

11,160,280,678 11,017,365,607 98.72 
           

1.28  
11,160,280,678 142,915,071 Efisien 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN 

       
100  

            
100  

         
100  

36,538,003,394 33,461,184,041 91.58            
8.42  

36,538,003,394 3,076,819,353 Efisien 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

       
100  

            
100  

         
100  

6,909,775,744 6,492,311,740 93.96 
           

6.04  
6,909,775,744 417,464,004 Efisien 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

       
100  

            
100  

         
100  

136,013,400 128,103,500 94.18 
           

5.82  
136,013,400 7,909,900 Efisien 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

       
100  

            
100  

         
100  

110,100,000 102,713,500 93.29 
           

6.71  
110,100,000 7,386,500 Efisien 
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Uraian 
  

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat 
Efisiensi 

 Hasil 
Perkalian % 

Capaian 
Kinerja dan 
Anggaran  

Hasil 
Pengurangan 
dgn serapan 

Interpr
etasi 

 Target Realisasi
  %  Anggaran  Realisasi  %          

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

       
100  

            
100  

         
100  

15,000,000 14,680,000 97.87 
           

2.13  
15,000,000 320,000 Efisien 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah  

       
100  

            
100  

         
100  

10,913,400 10,710,000 98.14            
1.86  

10,913,400 203,400 Efisien 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

       
100  

            
100  

         
100  

4,257,593,000 4,030,462,990 94.67 
           

5.33  
4,257,593,000 227,130,010 Efisien 

Penyediaan Gaji 
danTunjangan ASN 

       
100  

            
100  

         
100  

4,219,553,000 3,992,716,990 94.62 
           

5.38  
4,219,553,000 226,836,010 Efisien 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

       
100  

            
100  

         
100  

23,040,000 22,906,000 99.42 
           

0.58  
23,040,000 134,000 Efisien 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

       
100  

            
100  

         
100  

10,000,000 9,870,000 98.70            
1.30  

10,000,000 130,000 Efisien 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan 
/Semesteran SKPD 

       
100  

            
100  

         
100  

5,000,000 4,970,000 99.40 
           

0.60  
5,000,000 30,000 Efisien 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

       
100  

            
100  

         
100  

55,793,000 54,949,200 98.49 
           

1.51  
55,793,000 843,800 Efisien 

Pengadaan pakaian dinas 
beserta atribut 
kelengkapannya 

       
100  

            
100  

         
100  

49,775,000 49,084,200 98.61 
           

1.39  
49,775,000 690,800 Efisien 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

       
100  

            
100  

         
100  6,018,000 5,865,000 97.46 

           
2.54  6,018,000 153,000 Efisien 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

       
100  

            
100  

         
100  

1,027,919,386 960,414,648 93.43            
6.57  

1,027,919,386 67,504,738 Efisien 
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Uraian 
  

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat 
Efisiensi 

 Hasil 
Perkalian % 

Capaian 
Kinerja dan 
Anggaran  

Hasil 
Pengurangan 
dgn serapan 

Interpr
etasi 

 Target Realisasi
  %  Anggaran  Realisasi  %          

Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

       
100  

            
100  

         
100  

10,000,000 9,984,000 99.84 
           

0.16  
10,000,000 16,000 Efisien 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

       
100  

            
100  

         
100  

24,862,000 24,000,000 96.53 
           

3.47  
24,862,000 862,000 Efisien 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

       
100  

            
100  

         
100  

223,768,000 214,754,000 95.97 
           

4.03  
223,768,000 9,014,000 Efisien 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

       
100  

            
100  

         
100  41,352,386 34,530,380 83.50 

         
16.50  41,352,386 6,822,006 Efisien 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

       
100  

            
100  

         
100  

35,000,000 25,950,000 74.14 
         

25.86  
35,000,000 9,050,000 Efisien 

PenyediaanBahan/Material        
100  

            
100  

         
100  

144,216,000 133,328,362 92.45            
7.55  

144,216,000 10,887,638 Efisien 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

       
100  

            
100  

         
100  

548,721,000 517,867,906 94.38 
           

5.62  
548,721,000 30,853,094 Efisien 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

       
100  

            
100  

         
100  

250,823,000 229,541,973 91.52 
           

8.48  
250,823,000 21,281,027 Efisien 

Pengadaan Mesin dan 
Peralatan Lainnya 

       
100  

            
100  

         
100  

250,823,000 229,541,973 91.52 
           

8.48  
250,823,000 21,281,027 Efisien 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

       
100  

            
100  

         
100  

1,022,941,000 932,546,519 91.16 
           

8.84  
1,022,941,000 90,394,481 Efisien 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

       
100  

            
100  

         
100  

10,000,000 9,900,000 99.00 
           

1.00  
10,000,000 100,000 Efisien 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

       
100  

            
100  

         
100  

280,131,000 224,210,519 80.04 
         

19.96  
280,131,000 55,920,481 Efisien 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan  Umum Kantor 

       
100  

            
100  

         
100  

732,810,000 698,436,000 95.31 
           

4.69  
732,810,000 34,374,000 Efisien 
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Uraian 
  

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat 
Efisiensi 

 Hasil 
Perkalian % 

Capaian 
Kinerja dan 
Anggaran  

Hasil 
Pengurangan 
dgn serapan 

Interpr
etasi 

 Target Realisasi
  %  Anggaran  Realisasi  %          

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

       
100  

            
100  

         
100  

158,692,958 156,292,910 98.49 
           

1.51  
158,692,958 2,400,048 Efisien 

Penyediaan Jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan dan pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

       
100  

            
100  

         
100  

123,692,958 122,347,910 98.91 
           

1.09  
123,692,958 1,345,048 Efisien 

Pemeliharaan peralatan 
dan mesin lainnya 

       
100  

            
100  

         
100  

35,000,000 33,945,000 96.99 
           

3.01  
35,000,000 1,055,000 Efisien 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

       
100  

            
100  

         
100  

664,808,000 648,939,970 97.61 
           

2.39  
664,808,000 15,868,030 Efisien 

Pembangunan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi 
Program Kabupaten/Kota 

       
100  

            
100  

         
100  

664,808,000 648,939,970 97.61 
           

2.39  
664,808,000 15,868,030 Efisien 

Rehabilitasi Rumah bagi 
Korban Bencana 

       
100  

            
100  

         
100  

597,504,000 594,492,720 99.50 
           

0.50  
597,504,000 3,011,280 Efisien 

Pembangunan Rumah 
Khusus beserta PSU bagi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

       
100  

            
100  

         
100  

67,304,000 54,447,250 80.90 
         

19.10  
67,304,000 12,856,750 Efisien 

PROGRAM KAWASAN 
PERMUKIMAN 

       
100  

            
100  

         
100  

7,997,740,250 5,518,674,300 69.00 
         

31.00  
7,997,740,250 2,479,065,950 Efisien 

Penerbitan Izin 
Pembangunan dan 
Pengembangan Kawasan 
Permukiman 

       
100  

            
100  

         
100  

50,500,000 47,064,500 93.20 
           

6.80  
50,500,000 3,435,500 Efisien 
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Uraian 
  

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat 
Efisiensi 

 Hasil 
Perkalian % 

Capaian 
Kinerja dan 
Anggaran  

Hasil 
Pengurangan 
dgn serapan 

Interpr
etasi 

 Target Realisasi
  %  Anggaran  Realisasi  %          

Penyusunan Rencana, 
Kebijakan, Strategi dan 
Teknis Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) 

       
100  

            
100  

         
100  

50,500,000 47,064,500 93.20 
           

6.80  
50,500,000 3,435,500 Efisien 

Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (sepuluh) Ha 

       
100  

            
100  

         
100  

7,947,240,250 5,471,609,800 68.85 
         

31.15  
7,947,240,250 2,475,630,450 Efisien 

Pelaksanaan Peremajaan 
Kawasan Permukiman 
Kumuh 

       
100  

            
100  

         
100  

7,947,240,250 5,471,609,800 68.85 
         

31.15  
7,947,240,250 2,475,630,450 Efisien 

PROGRAM PERUMAHAN 
DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

       
100  

            
100  

         
100  9,785,790,400 9,747,077,531 99.60 

           
0.40  9,785,790,400 38,712,869 Efisien 

Pencegahan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman 
Kumuh pada Daerah 
Kabupaten/Kota 

       
100  

            
100  

         
100  

9,785,790,400 9,747,077,531 99.60 
           

0.40  
9,785,790,400 38,712,869 Efisien 

Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni untuk 
Pencegahan terhadap 
Tumbuh dan 
Berkembangnya 
Permukiman Kumuh diluar 
Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (sepuluh) Ha 

       
100  

            
100  

         
100  

9,785,790,400 9,747,077,531 99.60 
           

0.40  
9,785,790,400 38,712,869 Efisien 

PROGRAM PENINGKATAN 
PRASARANA, SARANA 
DAN UTILITAS UMUM 
(PSU) 

       
100  

            
100  

         
100  

11,179,889,000 11,054,180,500 98.88 
           

1.12  
11,179,889,000 125,708,500 Efisien 

Urusan Penyelenggaraan 
PSU Perumahan 

       
100  

            
100  

         
100  

11,179,889,000 11,054,180,500 98.88 
           

1.12  
11,179,889,000 125,708,500 Efisien 
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Uraian 
  

Indikator Kinerja Anggaran Tingkat 
Efisiensi 

 Hasil 
Perkalian % 

Capaian 
Kinerja dan 
Anggaran  

Hasil 
Pengurangan 
dgn serapan 

Interpr
etasi 

 Target Realisasi
  %  Anggaran  Realisasi  %          

Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum di 
Perumahan untuk 
Menunjang Fungsi Hunian 

       
100  

            
100  

         
100  

11,169,289,000 11,043,580,500 98.87 
           

1.13  
11,169,289,000 125,708,500 Efisien 

Verifikasi dan Penyerahan 
PSU Perumahan dari 
Pengembang 

       
100  

            
100  

         
100  

10,600,000 10,600,000 
100.0

0 
              -    10,600,000 0 Efisien 

URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

       
100  

            
100  

         
100  

647,552,000 605,340,185 93.48 
           

6.52  
647,552,000 42,211,815 Efisien 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PERTANAHAN 

       
100  

            
100  

         
100  

647,552,000 605,340,185 93.48 
           

6.52  
647,552,000 42,211,815 Efisien 

PROGRAM 
PENATAGUNAAN TANAH 

       
100  

            
100  

         
100  

647,552,000 605,340,185 93.48 
           

6.52  
647,552,000 42,211,815 Efisien 

Penggunaan Tanah yang 
Hamparannya dalam satu 
Daerah Kabupaten/Kota 

       
100  

            
100  

         
100  

647,552,000 605,340,185 93.48 
           

6.52  
647,552,000 42,211,815 Efisien 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 
Penggunaan Tanah 

       
100  

            
100  

         
100  

647,552,000 605,340,185 93.48 
           

6.52  
647,552,000 42,211,815 Efisien 
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7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

 

Tabel 3. 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 

No. 
Tujuan/ 

Indikator Kinerja 
% 

Capaian 
Program/ Indikator Kinerja 

% 
Capaian 

Menunjang/Tidak 
Menunjang Sasaran 

1 

Meningkatnya 
rumah layak huni 
dan kualitas 
lingkungan 
permukiman 

Persentase rumah layak 
huni 

65.85% 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

Persentase rumah layak huni 
bagi korban bencana 
kabupaten/ kota 

 100% Menunjang 

PROGRAM 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 

Persentase kawasan 
permukiman kumuh dibawah 
10 Ha yang ditangani 

 44,66% Menunjang 

Persentase kawasan 
kumuh 

0.041% 

PROGRAM 
PERUMAHAN DAN 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 
KUMUH 

Persentase rumah tidak layak 
huni yang ditangani 

 3,91% Menunjang 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PRASARANA, 
SARANA DAN 
UTILITAS UMUM 
(PSU) 

Persentase perumahan yang 
sudah dilengkapi PSU 
(Prasarana, sarana dan 
Utilitas Umum) 

 100% Menunjang 

Persentase jumlah 
rumah tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan 

88.90% 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM 

Persentase rumah tangga 
yang mendapatkan akses air 
minum layak 

 88,9% Menunjang 
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No. 
Tujuan/ 

Indikator Kinerja 
% 

Capaian 
Program/ Indikator Kinerja 

% 
Capaian 

Menunjang/Tidak 
Menunjang Sasaran 

jaringan perpipaan 
terlindungi terhadap 
rumah tangga di seluruh 
kabupaten/ kota 

PENYEDIAAN AIR 
MINUM 

Persentase  jumlah 
rumah tangga yang 
memperoleh layanan 
pengolahan air limbah 
domestik 

78.62% 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR 
LIMBAH 

Persentase rumah tangga 
yang menempati hunian 
dengan akses sanitasi (air 
limbah domestik) layak 

 72,71% Menunjang 

2 
Meningkatnya 
tertib administrasi 
pertanahan  

Persentase lahan PSU 
dari pengembang yang 
disertifikatkan   

87.23% 
PROGRAM 
PENATAGUNAAN 
TANAH 

Persentase dokumen peta 
aset tanah eks bondo desa di 
kelurahan yang tersusun 

 74,43% Menunjang 

3 

Meningkatnya 
kinerja tata kelola 
pemerintahan dan 
kualitas pelayanan 
publik didukung 
dengan 
manajemen 
administrasi 
perkantoran 
pemerintahan yang 
baik 

Nilai IKM 83 Skor 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase Laporan 
keuangan sesuai Standart 
Akuntasi Publik 

 100% Menunjang 
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Dari analisis program/kegiatan di atas, terdapat 2 tujuan,2 sasaran dan 8 program 

yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan 
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C. Realisasi Keuangan dan Fisik 
Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 9 Realisasi Keuangan dan Fisik 

Uraian Anggaran 
Realisasi 
Keuangan 

% Realisasi Fisik 
Fisik 
(%) 

Sisa Anggaran 

              
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

51,276,665,072 47,825,727,083 93.27 51,276,665,072 100.00 3,450,937,989 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

50,629,113,072 47,220,386,898 93.27 50,629,113,072 100.00 3,408,726,174 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN RUANG 

14,091,109,678 13,759,202,857 97.64 14,091,109,678 100.00 331,906,821 

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 
MINUM 

2,930,829,000 2,741,837,250 93.55 2,930,829,000 100.00 188,991,750 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 
Kabupaten/Kota 

2,930,829,000 2,741,837,250 93.55 2,930,829,000 100.00 188,991,750 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 

500,000,000 447,715,500 89.54 500,000,000 100.00 52,284,500 

Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Jaringan Perpipaan 

2,430,829,000 2,294,121,750 94.38 2,430,829,000 100.00 136,707,250 

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 

11,160,280,678 11,017,365,607 98.72 11,160,280,678 100.00 142,915,071 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 

11,160,280,678 11,017,365,607 98.72 11,160,280,678 100.00 142,915,071 
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Uraian Anggaran 
Realisasi 
Keuangan 

% Realisasi Fisik 
Fisik 
(%) 

Sisa Anggaran 

Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air 
Limbah Domestik (SPALD) Setempat 

11,160,280,678 11,017,365,607 98.72 11,160,280,678 100.00 142,915,071 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

36,538,003,394 33,461,184,041 91.58 36,538,003,394 100.00 3,076,819,353 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

6,909,775,744 6,492,311,740 93.96 6,909,775,744 100.00 417,464,004 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

136,013,400 128,103,500 94.18 136,013,400 100.00 7,909,900 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

110,100,000 102,713,500 93.29 110,100,000 100.00 7,386,500 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

15,000,000 14,680,000 97.87 15,000,000 100.00 320,000 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  10,913,400 10,710,000 98.14 10,913,400 100.00 203,400 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,257,593,000 4,030,462,990 94.67 4,257,593,000 100.00 227,130,010 
Penyediaan Gaji danTunjangan ASN 4,219,553,000 3,992,716,990 94.62 4,219,553,000 100.00 226,836,010 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 
ASN 

23,040,000 22,906,000 99.42 23,040,000 100.00 134,000 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

10,000,000 9,870,000 98.70 10,000,000 100.00 130,000 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 

5,000,000 4,970,000 99.40 5,000,000 100.00 30,000 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55,793,000 54,949,200 98.49 55,793,000 100.00 843,800 
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut 

kelengkapannya 
49,775,000 49,084,200 98.61 49,775,000 100.00 690,800 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

6,018,000 5,865,000 97.46 6,018,000 100.00 153,000 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,027,919,386 960,414,648 93.43 1,027,919,386 100.00 67,504,738 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

10,000,000 9,984,000 99.84 10,000,000 100.00 16,000 
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Uraian Anggaran 
Realisasi 
Keuangan 

% Realisasi Fisik 
Fisik 
(%) 

Sisa Anggaran 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

24,862,000 24,000,000 96.53 24,862,000 100.00 862,000 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 223,768,000 214,754,000 95.97 223,768,000 100.00 9,014,000 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

41,352,386 34,530,380 83.50 41,352,386 100.00 6,822,006 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

35,000,000 25,950,000 74.14 35,000,000 100.00 9,050,000 

PenyediaanBahan/Material 144,216,000 133,328,362 92.45 144,216,000 100.00 10,887,638 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

548,721,000 517,867,906 94.38 548,721,000 100.00 30,853,094 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

250,823,000 229,541,973 91.52 250,823,000 100.00 21,281,027 

Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya 250,823,000 229,541,973 91.52 250,823,000 100.00 21,281,027 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
1,022,941,000 932,546,519 91.16 1,022,941,000 100.00 90,394,481 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,000,000 9,900,000 99.00 10,000,000 100.00 100,000 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 
280,131,000 224,210,519 80.04 280,131,000 100.00 55,920,481 

Penyediaan Jasa Pelayanan  Umum Kantor 732,810,000 698,436,000 95.31 732,810,000 100.00 34,374,000 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

158,692,958 156,292,910 98.49 158,692,958 100.00 2,400,048 

Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

123,692,958 122,347,910 98.91 123,692,958 100.00 1,345,048 

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 35,000,000 33,945,000 96.99 35,000,000 100.00 1,055,000 
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 664,808,000 648,939,970 97.61 664,808,000 100.00 15,868,030 

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 
Program Kabupaten/Kota 

67,304,000 54,447,250 80.90 67,304,000 100.00 12,856,750 



 

95 
 

Uraian Anggaran 
Realisasi 
Keuangan 

% Realisasi Fisik 
Fisik 
(%) 

Sisa Anggaran 

Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU 
bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 

67,304,000 54,447,250 80.90 67,304,000 100.00 12,856,750 

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 

597,504,000 594,492,720 99.50 597,504,000 100.00 3,011,280 

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 597,504,000 594,492,720 99.50 597,504,000 100.00 3,011,280 
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 7,997,740,250 5,518,674,300 69.00 7,997,740,250 100.00 2,479,065,950 

Penerbitan Izin Pembangunan dan 
Pengembangan Kawasan Permukiman 

50,500,000 47,064,500 93.20 50,500,000 100.00 3,435,500 

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 
dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

50,500,000 47,064,500 93.20 50,500,000 100.00 3,435,500 

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 

7,947,240,250 5,471,609,800 68.85 7,947,240,250 100.00 2,475,630,450 

Pelaksanaan Peremajaan Kawasan 
Permukiman Kumuh 

7,947,240,250 5,471,609,800 68.85 7,947,240,250 100.00 2,475,630,450 

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

9,785,790,400 9,747,077,531 99.60 9,785,790,400 100.00 38,712,869 

Pencegahan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 

9,785,790,400 9,747,077,531 99.60 9,785,790,400 100.00 38,712,869 

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk 
Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya 
Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 

9,785,790,400 9,747,077,531 99.60 9,785,790,400 100.00 38,712,869 

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 

11,179,889,000 11,054,180,500 98.88 11,179,889,000 100.00 125,708,500 

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 11,179,889,000 11,054,180,500 98.88 11,179,889,000 100.00 125,708,500 

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 

11,169,289,000 11,043,580,500 98.87 11,169,289,000 100.00 125,708,500 

Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan 
dari Pengembang 

10,600,000 10,600,000 100.00 10,600,000 100.00 0 
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Uraian Anggaran 
Realisasi 
Keuangan 

% Realisasi Fisik 
Fisik 
(%) 

Sisa Anggaran 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

647,552,000 605,340,185 93.48 647,552,000 100.00 42,211,815 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PERTANAHAN 

647,552,000 605,340,185 93.48 647,552,000 100.00 42,211,815 

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 647,552,000 605,340,185 93.48 647,552,000 100.00 42,211,815 
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 

satu Daerah Kabupaten/Kota 
647,552,000 605,340,185 93.48 647,552,000 100.00 42,211,815 

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 
Penggunaan Tanah 

647,552,000 605,340,185 93.48 647,552,000 100.00 42,211,815 

 

 

Dari analisis realisasi Fisik dan Keuangan, untuk Kegiatan Fisik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Grobogan terlaksana 100% untuk 8 Program, sedangkan untuk realisasi Keuangan terdapat 8 Program yang 

belum 100%. Sedangkan Perbandingan Realisasi Fisik tahun 2025 dengan tahun 2024 tetap sama yaitu 100%. Sedangkan 

Realisasi Keuangan menurun tahun 2025 yaitu 93,27% dengan sisa anggaran 3,450,937,989. 
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D. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
1. Urusan Pekerjaan Umum 

a. Jenis Pelayanan Dasar  

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan 

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap 

Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah. Penyelenggaran pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang di Kabupaten Grobogan secara teknis dilaksanakan 

oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan 

Dasar di Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan awasan Permukiman yang 

sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:  

1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 

2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. 

 

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, 

termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Target 

pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025, pada tabel berikut: 

 
Tabel 3. 10 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025 

No. 
Jumlah 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator Kinerja Pencapaian 

Penerima Layanan Dasar 
Mutu Minimal 

Pelayanan Dasar 
Anggaran 

(Rp) 

Indikator 
Target 
(orang) 

Batas 
Waktu 

Capaian 
Indikator 

Target 
(%) 

Batas 
Waktu 

Capaian 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Pemenuhan 
kebutuhan 
pokok air 

Jumlah Warga 

Negara Yang 

Memperoleh 

801 Setiap 
tahun 

Jumlah 
barang, 
jasa 

100 Setiap 
tahun 

2,981,329,000 
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No. 
Jumlah 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator Kinerja Pencapaian 

Penerima Layanan Dasar 
Mutu Minimal 

Pelayanan Dasar 
Anggaran 

(Rp) 

Indikator 
Target 
(orang) 

Batas 
Waktu 

Capaian 
Indikator 

Target 
(%) 

Batas 
Waktu 

Capaian 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

minum 
sehari-hari 

Kebutuhan 

pokok Air 

Minum Sehari 

Hari 

dan 
sumber 
daya 
manusia 

2.  Penyediaan 
pelayanan 
pengolahan 
Air Limbah 
Domestik 

Jumlah Warga 

Negara yang 

memperoleh 

layanan 

pengolahan air 

limbah 

domestik 

2,868 

 

Setiap 
tahun 

Jumlah 
barang, 
jasa 
dan 
sumber 
daya 
manusia 

100 Setiap 
tahun 

11,160,280,678 

 

 

c. Anggaran 

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang 

ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM 

oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber APBD, APBN dan sumber dana 

lainnya yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi anggaran Bidang 

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SPM Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan pada tabel berikut 

: 
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 Tabel 3. 11 Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025 

No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar 

Anggaran 

APBD APBN DAK 
Sumber dana 
Lain yang sah 

1 2 3 4 5 6 
1. Pemenuhan 

kebutuhan pokok air 
minum sehari-hari 

1,252,538,000  1,728,791,000  

2. Penyediaan 
pelayanan 
pengolahan Air 
Limbah Domestik 

2,740,609,928  8,419,670,750  

Jumlah 3,993,147,928  10,148,461,750  

 

d. Hasil Capaian SPM 

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun 

penerima layanan. Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan  telah 

menerapkan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

sesuai dengan target dan indikator penerima layanan  SPM sebagai berikut 

:  

 
Tabel 3. 12 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025 

No. 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Penerima Layanan Dasar Anggaran  

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
APBD (Rp) Realisasi (Rp) 

Capaian 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Pemenuhan 
kebutuhan 
pokok air 
minum 
sehari-hari 

801 

Orang 

801 

Orang 

100% 2,981,329,000 2,741,837,250 92 
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No. 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Penerima Layanan Dasar Anggaran  

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
APBD (Rp) Realisasi (Rp) 

Capaian 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Penyediaan 
pelayanan 
pengolahan 
Air Limbah 
Domestik 

2,868 

Orang 

 

2,868 

Orang 

 

100% 11,160,280,678 

 

11,017,365,607 99 

Jumlah 14,141,609,678 13,759,202,857  

  

Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi keuangan SPM Bidang Urusan 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai 97,64%. Untuk 

mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur 

Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) 

Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Grobogan Tahun 2025 berdasarkan penghitungan pelayanan dasar 

sebesar 80% pada tabel berikut: 

 

Tabel 3. 13 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar SPM Urusan 
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025 

No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar 

Penerima Pelayanan Dasar 

Persentase 
(4:3 x 100%) 

Indeks 
Pencapaian 
Penerima 

Layanan Dasar 
(5 x 80%) 

Jumlah yang 
Harus 

Dilayani 
(orang) 

Jumlah yang 
Terlayani 
(orang) 

1 2 3 4 5 6 

1 Pemenuhan 
kebutuhan pokok 
air minum sehari-
hari 

801 Orang 801 Orang 100% 100% 

2 Penyediaan 
pelayanan 

2,868 Orang 2,868 Orang 100% 100% 
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No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar 

Penerima Pelayanan Dasar 

Persentase 
(4:3 x 100%) 

Indeks 
Pencapaian 
Penerima 

Layanan Dasar 
(5 x 80%) 

Jumlah yang 
Harus 

Dilayani 
(orang) 

Jumlah yang 
Terlayani 
(orang) 

1 2 3 4 5 6 

pengolahan Air 
Limbah Domestik 

  

 

Presentase pencapaian mutu minimal dasar dihitung dengan cara 

menambahkan persentase pencapaian mutu barang dengan persentase 

pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM kemudian 

dibagi dengan jumlah variabel pembagi dan dikalikan dengan bobot mutu 

sebesar 20%. Adapun Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal 

Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang  Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 3. 14 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Bidang 
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025 

NO. 
Mutu Minimal 

Pelayanan Dasar 

Penerima Pelayanan Dasar 

Persentase 
(4:3 x 100%) 

Indeks 
Pencapaian 

Mutu Minimal 
Layanan Dasar 

(5 x 20%) 

Jumlah Mutu 
Barang/Jasa 

yang 
dibutuhkan 

Jumlah Mutu 
Barang/Jasa 
yang 
tersedia 

1 2 3 4 5 6 

1 Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100 20 

Jaringan Perpipaan 20% 

Kuantitas (kebutuhan 
pokok minimal 60 
liter/orang/hari) 

193 Rumah 
Tangga 

193 Rumah 
Tangga 

100 
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NO. 
Mutu Minimal 

Pelayanan Dasar 

Penerima Pelayanan Dasar 

Persentase 
(4:3 x 100%) 

Indeks 
Pencapaian 

Mutu Minimal 
Layanan Dasar 

(5 x 20%) 

Jumlah Mutu 
Barang/Jasa 

yang 
dibutuhkan 

Jumlah Mutu 
Barang/Jasa 
yang 
tersedia 

1 2 3 4 5 6 

Kualitas air (keruh, 
berwarna, berasa, 
berbusa, berbau) 

193 Rumah 
Tangga 

193 Rumah 
Tangga 

100 

Bukan Jaringan Perpipaan 

Kuantitas (kebutuhan 
pokok minimal 60 
liter/orang/hari) 

74 Rumah 
Tangga 

74 Rumah 
Tangga 

100 

Kualitas air (keruh, 
berwarna, berasa, 
berbusa, berbau) 

74 Rumah 
Tangga 

74 Rumah 
Tangga 

100 

2 Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah 
Domestik 

100 20 

Kuantitas akses 

pengolahan air limbah 
domestik 

956 Rumah 
Tangga 

956 Rumah 
Tangga 

100 20% 

kualitas Pelayanan Akses 
Aman > 25 jiwa/hektar  
(SPALD-S)   

279 Rumah 
Tangga 

279 Rumah 
Tangga 

100 

kualitas Pelayanan Akses 
Aman < 25 jiwa/hektar  
(SPALD-S)  

677 Rumah 
Tangga 

677 Rumah 
Tangga 

100 

 

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi 

untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian 

SPM (IPSPM), Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3. 15 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025 

NO. 
JENIS PELAYANAN 

DASAR 

IP 
Layanan 

(%) 

IP 
Mutu 
(%) 

Indeks SPM 
(IP Layanan 
+ IP Mutu) 

Kategori Indeks 
SPM 

1 2 3 4 5 6 

1 
Pemenuhan kebutuhan 
pokok air minum sehari-hari 

80 20 100 TUNTAS UTAMA 

2 
Penyediaan pelayanan 
pengolahan Air Limbah 
Domestik 

80 20 100 TUNTAS UTAMA 

BIDANG URUSAN PUPR 100 Tuntas Utama 

 

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024 

sebesar 100 dengan kategori Tuntas Utama, hal ini menggambarkan 

Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar telah mencapai 100% 

di tahun 2025. 

 

e. Permasalahan dan Solusi 

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan 

tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan 

penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. 

Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. 

Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan 

pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan 

langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3. 16 Permasalahan dan Solusi SPM 

                
No 

Jenis Layanan 
Dasar 

Permasalahan Solusi 

1 2 3 4 

INTERNAL 

1. Pemenuhan 
kebutuhan pokok 
air minum sehari-
hari 

- Sulitnya mencari sumber air 
baku di kawasan Kendeng 
Selatan 

- Alokasi anggaran APBD 
yang terbatas 

- Rekayasa alam dengan 
pembuatan embung ataupun 
sumur resapan 

- Pengusulan anggaran dari 
APBN, DAK, Hibah, CSR 
ataupun yang lainnya 

2. Penyediaan 
pelayanan 
pengolahan Air 
Limbah Domestik 

Keterbatasan lahan desa dan 
topografi untuk area 
pengolahan limbah komunal 

Penganggaran APBD untuk 
pembebasan lahan  

EKSTERNAL 

1. Pemenuhan 
kebutuhan pokok 
air minum sehari-
hari 

- - 

2 Penyediaan 
pelayanan 
pengolahan Air 
Limbah Domestik 

- - 

 

 

2. Urusan Perumahan Rakyat 

a. Jenis Layanan Dasar 

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan 

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap 

Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah. Penyelenggaran pelayanan dasar bidang urusan Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Grobogan secara teknis 



 

105 
 

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 

Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan 

Permukiman yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 

: 

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana 

kabupaten/kota 

2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang 

terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

 

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, 

termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Target 

pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman di Kabupaten Grobogan  pada tahun 2025, pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 3. 17 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 

No. 
Jumlah 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator Kinerja Pencapaian 

Penerima Layanan Dasar 
Mutu Minimal 

Pelayanan Dasar 
Anggaran 

(Rp) 

Indikator 
Target 
(orang) 

Batas 
Waktu 

Capaian 
Indikator 

Target 
(%) 

Batas 
Waktu 

Capaian 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Penyediaan & 
Rehabiitasi 
Rumah yang 
Layak Huni Bagi 
Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Warga 
Negara korban 
bencana yang 
memperoleh rumah 
layak huni 

760 Setiap 
tahun 

Jumlah 
barang, 
jasa 
dan 
sumber 
daya 
manusia 

100 Setiap 
tahun 

597,504,000 
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No. 
Jumlah 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator Kinerja Pencapaian 

Penerima Layanan Dasar 
Mutu Minimal 

Pelayanan Dasar 
Anggaran 

(Rp) 

Indikator 
Target 
(orang) 

Batas 
Waktu 

Capaian 
Indikator 

Target 
(%) 

Batas 
Waktu 

Capaian 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.  Fasilitasi 
Penyediaan 
Rumah Yang 
Layak Huni Bagi 
Masyarakat 
Yang Terkena 
Relokasi 
Program 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Warga 
Negara yang 
terkena relokasi 
akibat program 
Pemerintah Daerah 

kabupaten/kotayang 

memperoleh 
fasilitasi penyediaan 
rumah yang layak 
huni 

1 Setiap 
tahun 

Jumlah 
barang, 
jasa 
dan 
sumber 
daya 
manusia 

100 Setiap 
tahun 

67,304,000 

 

c. Anggaran 

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang 

ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM 

oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber APBD, APBN dan sumber dana 

lainnya yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi anggaran Bidang 

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman SPM Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan pada 

tabel berikut : 
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 Tabel 3. 18 Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 

No. Jenis Pelayanan Dasar 

Anggaran 

APBD APBN DAK 
Sumber dana 
Lain yang sah 

1 2 3 4 5 6 

1. Penyediaan & Rehabiitasi Rumah 
yang Layak Huni Bagi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota 

597,504,000 

 

   

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah 
Yang Layak Huni Bagi Masyarakat 
Yang Terkena Relokasi Program 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

67,304,000    

Jumlah 664,808,000    

 

d. Hasil Capaian SPM 

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun 

penerima layanan. Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan  telah 

menerapkan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman sesuai dengan target dan indikator penerima layanan  SPM 

dilihat pada tabel berikut :  

 
Tabel 3. 19 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 
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No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar 

Penerima Layanan Dasar Anggaran  

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
APBD (Rp) Realisasi (Rp) 

Capaian 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Penyediaan & 
Rehabiitasi Rumah 
yang Layak Huni Bagi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

760 Unit 760 Unit 100 597,504,000 

 

594,492,720 

 

99.50 

2 

Fasilitasi Penyediaan 
Rumah Yang Layak 
Huni Bagi Masyarakat 
Yang Terkena Relokasi 
Program Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

1 Unit 0 Unit 

dilakukan 

pendataa

n karena 

tidak ada 

relokasi 

bencana 

100 67,304,000 54,447,250 80.90 

Jumlah 664,808,000 648,939,970 98 

  

Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi keuangan SPM Bidang Urusan 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencapai 98%. Untuk 

mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur 

Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) 

Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Grobogan Tahun 2025 berdasarkan penghitungan pelayanan dasar 

sebesar 80% pada tabel berikut : 

 

Tabel 3. 20 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang 
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 

2025 
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No. Jenis Pelayanan Dasar 

Penerima Pelayanan Dasar 

Persentase 

(4:3 x 100%) 

Indeks 
Pencapaian 
Penerima 

Layanan Dasar 

(5 x 80%) 

Jumlah yang 
Harus 

Dilayani 
(orang) 

Jumlah yang 
Terlayani (orang) 

1 2 3 4 5 6 

1 Penyediaan & Rehabiitasi 
Rumah yang Layak Huni Bagi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

760 760 100 80 

2 Fasilitasi Penyediaan Rumah 
Yang Layak Huni Bagi 
Masyarakat Yang Terkena 
Relokasi Program Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

1 0 

dilakukan 
pendataan 

karena tidak ada 
relokasi bencana 

100 80 

 

Persentase pencapaian mutu minimal dasar dihitung dengan cara 

menambahkan persentase pencapaian mutu barang dengan persentase 

pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM kemudian 

dibagi dengan jumlah variabel pembagi dan dikalikan dengan bobot mutu 

sebesar 20%. Adapun Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal 

Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 3. 21 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Bidang 
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Grobogan Tahun 

2025 
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NO. Mutu Minimal Pelayanan Dasar 

Penerima Pelayanan Dasar 
Persentase 

(4:3 x 
100%) 

Indeks 
Pencapaian 

Mutu Minimal 
Layanan Dasar 

(5 x 20%) 

Jumlah Mutu 
Barang/Jasa 

yang 
dibutuhkan 

Jumlah Mutu 
Barang/Jasa 
yang 
tersedia 

1 2 3 4 5 6 

1 Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota 

  

Rehabilitasi rumah bagi korban 
bencana 

190 190 100 20 

2 Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat 
Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

Pembangunan Rumah Khusus beserta 
PSU bagi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

1 0 

dilakukan 
pendataan 

karena tidak 
ada relokasi 

bencana 

100 20 

 

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi 

untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian 

SPM (IPSPM), Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Tahun 2025 sebagaimana pada table berikut ini: 

 

Tabel 3. 22 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 
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NO. JENIS PELAYANAN DASAR 
IP 

Layanan 
(%) 

IP 
Mutu 
(%) 

Indeks SPM 
(IP Layanan 
+ IP Mutu) 

Kategori Indeks 
SPM 

1 2 3 4 5 6 

1 
Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang 
Layak Huni Bagi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

80 20 100 Tuntas Utama 

2 

Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang 
Layak Huni Bagi Masyarakat Yang 
Terkena Relokasi Program Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

80 20 100 Tuntas Utama 

BIDANG URUSAN  PERAKIM 100 Tuntas Utama  

 

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan 

Tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori Tuntas Utama hal ini 

menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar 

telah berada dinilai kurang dari 100% 

 

e. Permasalahan Dan Solusi 

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan 

tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan 

penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. 

Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. 

Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan 

pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan 

langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 23 Permasalahan Dan Solusi SPM 
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No 

 
Jenis Layanan Dasar Permasalahan Solusi 

1 2 3 4 
INTERNAL 

1. Penyediaan & Rehabiitasi 
Rumah yang Layak Huni Bagi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

- Alokasi anggaran APBD yang 
terbatas 

-Lokasi Bencana yang susah 
dijangkau 

Melakukan sinkronisasi pendataan, 
dan koordinasi dengan OPD terkait 
yaitu Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 
Grobogan sehingga dapat dilakukan 
penanganan bencana lebih cepat 

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah 
Yang Layak Huni Bagi 
Masyarakat Yang Terkena 
Relokasi Program Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

-Tidak adanya kegiatan dan 
anggaran yang dilakukan  

-Tidak ada bencana yang 
menyebabkan relokasi rumah ke 
desa lain. 

Usulan kegiatan dan penganggaran 
Di Perubahan untuk kegiatan 
Fasilitasi penyediaan rumah yang 
layak huni bagi masyarakat yang 
terkena relokasi program Pemerintah 
Daerah kabupaten/ kota 

EKSTERNAL 

1. Penyediaan & Rehabiitasi 
Rumah yang Layak Huni Bagi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

- - 

2 Fasilitasi Penyediaan Rumah 
Yang Layak Huni Bagi 
Masyarakat Yang Terkena 
Relokasi Program Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

- - 

 

 

 

  



 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV PENUTUP 



 

114 
 

BAB IV 
PENUTUP 

 

              Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten 

Grobogan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan  Tahun 2025 

Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana 

diharapkan oleh semua pihak. 

LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Grobogan Kabupaten Grobogan  Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten 

Grobogan  dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. 

 Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Grobogan Kabupaten Grobogan  menetapkan sebanyak 2 tujuan sasaran dengan 4 

indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

A. Tujuan Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air 

minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan 

terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 77,17% (kategori 

sangat tinggi). 

1. Sasaran  Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman 

terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar Persentase rumah 

layak huni  65,85% dan Persentase kawasan kumuh 0.041 %  (kategori sangat 

tinggi) 

2. Sasaran Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak 

dan aman terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 



 

115 
 

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum 

melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi 

terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota  88.90% dan Persentase  

jumlah rumah tangga yang memperoleh   layanan pengolahan air limbah 

domestik 78,62% (kategori sangat tinggi) 

3. Sasaran Meningkatnya tertib administrasi pertanahan  terdiri dari 1 indikator 

kinerja dengan capaian kinerja Persentase lahan PSU dari pengembang yang 

disertifikatkan  sebesar 87.23% (kategori sangat tinggi) 

B. Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang 

berkualitas terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Nilai SAKIP sebesar  

75,80 Nilai (kategori Sangat Baik) 

1. Sasaran Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan 

publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang 

baik terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Nilai IKM sebesar  83 

SKOR (kategori sangat tinggi) 

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara 

umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun 

Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai 

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Grobogan  Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 51.276.665.072 sedangkan realisasi 

anggaran mencapai Rp. 47.825.727.083 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 

serapan anggaran sebesar 93,27% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 6,73%. 

Untuk Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum 

dengan Anggaran Rp. 14,141,609,678 sedangkan realisasi anggaran SPM mencapai  

Rp. 13,759,202,857 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran 

SPM sebesar 97,29% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 2,71%. 

 Urusan Perumahan Rakyat dengan Anggaran Rp. 664,808,000 sedangkan 

realisasi anggaran SPM mencapai Rp. 648,939,970 dengan demikian dapat dikatakan 

tahun 2025 serapan anggaran SPM sebesar 98% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 

2%. 
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PERJAN`JIAII口は劃NERJA TAHUN 2025

Dalan ra.ngha mew可udkan man雀jemen pemerintahan yang ef割出f, ∴transpanm,

a]則mtabel dan berorientasi pada has組, kami yang bertanda tangan di bawah

ini:

Nama　　　　: Ir. TRI RETNO INDRIATI, MP

Jabatan　　:　Sekretaris Dinas Perumahan Ralryat dan Kawasan

Permu瞳皿an Kab. Grobogan

Sela両utnya disebut Pihak Pertama

Nama　　　:　ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.

Jabatan　　: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kab. Grobogan

Selaku atasan Pmak Pertama, SelaI可utnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertana be轟anji akan mewujudkan target kine重ja yang seharusnya sesual

lampiran peIjapjian ini dalam rangha mencapai target kine重ja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kine寄a tersebut meI可adi tangglmg jawab kami・

Hhak kedua akan memberikan supemsl yang dipenukan serta akan melalmkan

evaluasi akuntab址tas kine重ja terhadap capaian kineIja dari peIjar車ian ini dan

mengambil tindalrm yang diperlukan dalam rangha pemberian penghargaan dan

sanksi.

:半.
Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19730726 199803 2 006



No �SasaranHog重a皿IKcgiatan �寒n心ka同r聯皿e寄a �CapaianKine宣ja 　2024 �TargctTahun 　2025 

1. �Prog調皿Pe重lⅢ寄angUru8en �Cckupanpemem血ankebutuhan �100% �100% 

PemermtahanDaerah �penunjangkineIjaun]弧nPe皿Crirltah 

KabupatenlKota �daerahmc血putiadministrasi kcuangan,admini8trasiumum, Penyediaanjasa 

PersentaseIaporankeuangan8eSu血 �100% �100% 

Persenta3CPemenuhandohmenarea Pennaianmanqjemenresiko �100% �100% 

a. �Pe重encma調,耽ng皿膨脹調, �Persenta8edokumcnperencanaan, �100% �1鵬 

danEvaluasiKineIjaPeranghat �PCnganggarandanevalua9i施neIja 

Dacrah �yangter8u8un 

b. �AdminlStraSiKcuangan �Persentasepembay田r田山gCljidan �100% �100% 

Peran*atDaerah �tuI可ang種nASNdanpenyelesaian 

C. �Pcr種n爽atDae章ah �Per8entaSePenyele組ianadI|lini8tm8i �100% �100% 

d. �Admi血strasIUmumPerangkat �Persentasepemenuhanadministra9i �100% �100% 

Daerah �unumPerangl阻tDacrahtepatwaktu 

e �PerlyedinanJasaPenunjang �Persentasepemenu血ankebutuhan �100% �100% 

asapenunjangun13anPcme血tah Daerahtepatwaktu 

f �Peme皿armBa重angMilik �Per3entaSeBMDpenuIuanguru9an �100% �100% 

Daer種hPenunjangUrusan ●・書i臆11唖iI瑚●… �PemerintahanDaerahyangterpelihara 

No �曲調g重創虹IKc産種t紬 ��A心gg創褐n � �厳eterangan 

Tahun2O24 �Tahu皿2025 � 

細面なれn職n咄ロ細。●"n 賀調血血直はn耽れh R吋ten/長ota �� � � 

a. �Pe「enca 王vaIuas �.Pengangga「an,dan �Rp　　　　　　　　　　　1与0.宣11,000 �Rp　　　9う,000.00 � 

b. �Admini Dさe「ah �KeuangaれPerangkat �Rp　　　　　　　　　　3,009,949,000 �Rp　　4.024,78之,000 � 

c. � � �Rp　　　　　　　　　　　宣36,600,0(調 �Rp　　135,307.αX) � 

Peran �ae「ah 

d. �Admini n鼻○○食h �UmumPerangkat �Rp　　　　　　　　　　l,138.(嶋7,742 �Rp　　ユタ137,69与.54之 � 

e. �Pengad Penun」 �arangM冊kDaerah � �京p　　137,98之,000 � 

「 �Penyed Pemeri �asaPenunjangUrusan hDae輪h �Rp　　　　　　　　　　　4之7.899,与00 �Rp　　　与与1,320,0(調 � 



g・ �PemeIiha「aanBarangM冊kDaerah �Rp　　　　　　　　　　　　742,426.240 � � 

Daerah 

Jun心h �Rp　　　　　　　　　e,205,633,482 �震農6,276.oe書.eoo � 











㊧
意田R山A蘭Jり鮒盤面開田車軸はU蘭2025

Dalam rangka mewujudkan man生jemen pemerintahan yang efektif, tranSParan,

akuntabel dan berorientasi pada has組, kani yang bertanda tangan di bawah

ini:

Nama　　　:　AGUS PANCA NUGROHO, S.T., M.T.

Jabatan　　: Kepala Bidang Pertanahan dan PenataLan Kawasan

Lingkungan Dinas I:℃nlmahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman Kab. Grobogan

Sela可utnya disebut Pihak Pertama

Nama　　　:　ENDANG SULISTYON重NGSIH, S.T., M.T.

Jabatan　　: Kepala Dinas Penlmahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kab. Grobogan

Selaku atasan劇hak Pertama, Sela垂utnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertana beIja両i al【an meWujudkan target kineIja yang seharusnya sesuai

lampiran peIjar車ian ini dalam rangka mencapai target kine寄a jangka menengah

SePerti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasikm dan

kegagalan pencapaian target kineIja tersebut mepjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervlSl yang diperlukm serta akan melakukan

evaluasi akuntab址tas kineIja terhadap capaian kine重ja dari perjarriian ini dan

mengambil tinda鴫皿yang diperiukan dalam rangl隠pemberi!m Penghargaan dan

sanksi.

Pe皿b血a (Ⅳ/可

MP. 19770508 200604 1 004



No �S種s蘭躍り鐸劃血/Ke辱at劃 �Indikator】KineIja �Cap狂a重ITah皿 �TargetTahun 

2024 �2025 

PlmgmnPe細山It種guIa種nですmh �Persentasedokumen petaasettanaheks bondodesal亜 kelurahanyang ter8uSun �42,86% �74,43% 

1. �Pengg回重種種n富農mhTh重g �Persentasedokunen �1Doku重nen �1Dokumen 

田anp種細れn町D重賞anS鶴血D種e調h �petaasettanahek3 

I[種buprten/Rota �bondodesadi 露重umh弧y日直喝 

KoordinasidanSinkronisasi �JumlahLape動Ln �1長町戦闘皿 �lL種印章an 

PerencanaanPenggunaanTanah �Koordi重書a8idan Sinkroni組Si Perencanaan PenggunaanTanah d血nl(3a血) Kabupaten/Kota 

No �Ho珊皿lKeg祖tan �Anggamn ��KETBRANGAN 

Tahun2O24 �小敵地心2025 � 

ProgmnPeml血峰町田O調重Tan種h �Rp　　2.376.722.700 �Rp　447.552.000 � 

1. �Pe寄書きun食食n富農na重罰n軍 �Rp　　2.376.722.700 �Rp　447.552.000 � 

Han即すD血nrmDae調h 
Rabロpaten/Rota 
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